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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia Aliah SWT, penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun
2022 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu
sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai
oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah
Kabupaten Cilacap Tahun 2022, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap
komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, LK]IP ini
juga sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk
memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 ini memberikan
gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten
Cilacap selama tahun 2022, sekaligus menginformasikan berbagai
permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan
dapat mendukung terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten
Cilacap.

Namun demikian, dalam penyusunan LK|IP ini masih banyak terdapat
kekurangan baik menyangkut format maupun substansinya, sehingga kritik dan
saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP
di masa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan
oleh seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, mampu
menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta

kewenangan masing-masing.
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Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
membantu dalam penyusunan LKj|IP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi
kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh
selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan
efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan

maupun koordinasi pelaksanaannya secara lebih sinergis.

Cilacap, Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEEORNGAN DAN ASET DAERAH

WARSONO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten
Cilacap Tahun 2022 sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah, tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang
keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2022, tetapi juga
memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan
solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta
penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis
pengukuran kinerja yang ada di dalam LKj|IP tersebut diharapkan segenap
stakeholders di Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat secara bersama-sama
berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Cilacap di tahun mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap pada tahun 2022 secara umum
dapat dikatakan Sangat Berhasil. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran
kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai
kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian
Kinerja (PK) Pemkab Cilacap 2022.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa :

a. Nilai rata-rata capaian sasaran strategis dari 2 (dua) sasaran strategis
sebesar 95% dengan kategori Sangat Tinggi. Dengan rincian sebagai
berikut :

- Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan dan
kinerja pemerintah daerah dengan 3 (tiga) indikator dikategorikan
“Sangat Berhasil”

- Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan 2 (dua)
indikator dikategorikan “Sangat Berhasil”

b. Capaian indikator kinerja utama dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama,
disimpulkan bahwa:
- 3 (tiga) indikator dikategorikan "Sangat Berhasil"

c. Capaian indikator tujuan dari 1 (satu) Indikator Tujuan, disimpulkan

bahwa:




LKjIP BPPKAD Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022

- 1 (satu) indikator Tujuan (100%) dikategorikan "Tercapai”

Semoga, LK|IP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja
keras seluruh Unit Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama dengan
stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada,
tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam
bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kabupaten Cilacap yang semakin

sejahtera secara merata.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022,
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sebagai salah satu penyelenggara Pemerintah Kabupaten Cilacap
dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kabupaten Cilacap.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP) ini merupakan instrumen
dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya
mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja
serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun
sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan
atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber
daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban
dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan
kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja
dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan kemudian
ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah
sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengeloiaan
sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Oleh karenanya, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam
pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2022.
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1. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap memiliki sumber daya manusia yang beragam.
Jumlah PNS tahun 2022 seluruhnya sebanyak 92 orang yang terdiri dari
PNS laki-laki sebanyak 57 orang dan PNS perempuan sebanyak 35
orang. Menurut status jabatan, tingkat pendidikan, dan kepangkatan
sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

Eselon lI/b 1 orang
Eselon lll/a . 1orang
Eselon lll/b . 6 orang
Eselon IV/a . 14 orang
Jabatan Fungsional 4 orang

Belidasarkan Jabatan
1

uEselon ll/b

uEselon llla

u Eselon lI/b
uEselon IV/a

u Jabatan Fungsional

Gambar 1. 1 Grafik Status Jabatan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Strata 2/Magister . 19 orang
Strata 1/Sarjana . 41 orang
Diploma/Sarjana Muda . 8orang

SLTA . 24 orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

19

uStrata 2/52
wStrata 1/81
uDiploma/Sarjana

Muda
uWSLTA

41

Gambar 1. 2 Grafik Tingkat Pendidikan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap
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c. Berdasarkan Kepangkatan

Golongan IV/c ;1 orang
Golongan IV/a . 13 orang
Golongan lli/d . 15 orang
Golongan lll/c : 8 orang
Golongan llI/b . 15 orang
Golongan lll/a . 22 orang
Golongan ll/d - 9orang
Golongan ll/c . 6 orang

Berdasarkan Kepangkatan
6 1 13

@ Golongan IV/c
aGolongan IVia
@ Golongan li/d
@ Golongan lll/c
@ Golongan lil/b
uGolongan lll/a
uGolongan li/id

uGolongan ll/c

15

Gambar 1. 3 Grafik Kepangkatan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap

2. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang
Pemerintah Daerah, maka kedudukan Pemerintah berubah menjadi
Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam
usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan
berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat
Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut
dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif
untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan

organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP

(PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 166 TAHUN 2021)

l KEPALA BADAN l
! II SEKRETARIAT l
JABATAN
FUNGSIONAL | |
i SUBBAGIAN SUBBAGIAN UMUM si‘)‘::?gfﬁ::gg“
KEUANGAN DAN DAN ABEE
iz .
ASE KEPEGAWAIAN B
I
1
I 1 1 | | 1
BIDANG BIDANG
PENDAFTARAN, PENAGIHAN, BIDANG BIDANG i BIDANG ASET
PENDATAAN DAN | | PENGGALIAN DAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN | | AKUNTANSI DAN DAERAH
PENETAPAN PENGENDALIAN FRLAPORAN
SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG PENYUSUNAN SURBIDANG SUBBIDANG ANALISIS
PENDAFTARAN DAN i:g::}‘:""c ANGARAN BELAEIA OPRRAS VERIFIKASI DAN KEBUTUHAN DAN
PENDATAAN AN PENDAPATAN DAN Tl%AI:\' m& AKUNTANSI PEMINDAHTANGANA
BELANJA DAERAH : N ASET DAERAH
1 1 1 i 1
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBHIDANG
SUBBIDANG S : AAN
e et REMGOALIAR DAl o g O tricd o T SUBBIDANG PENDAYAGUN,
PENGENDALIAN ANGGARAN DAERAH PELAPORAN DAN PENGAMANAN
ASET DAERAH
1 1 1
SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR SUBKOORDINATOR
DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
1 1 ¥ 1 | | | | i 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gambar 1. 4 Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Cilacap

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai
berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan, Penagihan dan

Pengendalian, Anggaran,

Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dan Aset Daerah;

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan
Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan Akuntansi dan

Pelaporan, dan Aset Daerah;
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Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Pendataan dan
Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran,
Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendaftaran
Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan
Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan Akuntansi dan
Pelaporan, dan Aset Daerah;

Pelaksanaan Fungsi Kesekretariatan,

Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB dan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

a.

Merumuskan dan menetapkan Program Kerja Badan berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas

Merumuskan kebijakan di Bidang Pendaftaran Pendataan dan
Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, Anggaran,
Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah
berdasarkan rencana strategis badan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan.

Mengkoordinasikan kebijakan di Bidang Pendaftaran Pendataan
dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian,
Anggaran, Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset
Daerah dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah
kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan.
Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas
bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan
prinsip pembagian tugas habis.

Menyelenggarakan kebijakan di Bidang Pendaftaran Pendataan
dan Penetapan, Penagihan, Penggalian dan Pengendalian,
Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset
Daerah

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan, Penagihan,
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Penggalian dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan,
Akuntansi dan Pelaporan, dan Aset Daerah

. Merumuskan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta
rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)

. Menyelenggarakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah,;

Menyelenggarakan pengelolaan/penatausahaan investasi, aset
daerah kabupaten, pengawasan pinjaman dan obligasi daerah,
serta Badan Layanan Umum daerah (BLUD)

. Menyelenggarakan pengelolaan dan pelaporan dana transfer
Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

. Menyelenggarakan fungsi Perbendaharaan Umum Daerah;

. Menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan badan dengan
mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan
pengelolaan keuangan dan aset, dan wurusan umum dan
kepegawaian.

. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTB dengan
mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan di Bidang
Pendaftaran Pendataan dan Penetapan, Penagihan, Penggalian
dan Pengendalian, Anggaran, Perbendaharaan Akuntansi dan
Pelaporan, dan Aset Daerah;

. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja.

. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan keputusan;

Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud

pertanggungjawaban; dan
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s. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKjIP Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 adalah sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah
daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan atau
sasaran strategis instansi.

Tujuan Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 sebagai alat
untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam
LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
program/kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LK|IP sebagai
proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan
pelayan publik.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP Kabupaten Cilacap Tahun 2022 disusun dengan
sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang
dihadapi.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Menyajikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.
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BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian

kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara
realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;

2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional,

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan;

5. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dan
Prestasi/Penghargaan yang diraih.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
meliputi Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja.
Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.
Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan
kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral
komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif
dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka
pengintegrasian perencanaan perangkat daerah dalam kerangka sistem
pembangunan daerah, maka seluruh perangkat daerah wajib menyusun
dokumen perencanaan strategis yang merupakan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah menyusun
Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2017-2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 119
Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Selain itu,
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Cilacap juga menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk setiap jangka

waktu tahunan.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis sangat diperlukan oleh masing-masing perangkat
daerah karena dengan adanya rencana strategis akan membantu perangkat
daerah dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat lebih berperan dalam
memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan.
Di samping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi

Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai
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secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan
kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Cilacap dimanifestasikan dalam bentuk dokumen
Renstra Tahun 2017-2022 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, sedangkan uraian target
kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 beserta program dan
kegiatan pendukungnya dan rencana aksi pencapaiannya akan dijabarkan
tersendiri dalam Dokumen Kinerja Badan Pendapatan Pengeloiaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

1. ViSI

Visi adalah suatu pandangan yang terdapat pada organisasi atau
lembaga yang mempunyai pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan
apa yang harus dilakukan untuk menggapai tujuan tersebut pada masa
yang akan datang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, Visi
Pembangunan Kabupaten Cilacap adalah:

“CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA”
“Bangga Mbangun Desa”.
2. MisI

Misi adalah mendeklarasikan tentang apa yang harus dikerjakan
oleh organisasi atau lembaga dalam mewujudkan visi. Oleh karena itu
dalam rangka mewujudkan visi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih memiliki 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah, antara lain:
a. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan

jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga;

b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang
profesional  bersifat enfrepreneur dan  dinamis  dengan
mengedepankan Good Governance dan Clean Government;

c. Mewujudkan demokratisasi, stabilitas kemanan, ketertiban umum,
ketentraman dan perlindungan masyarakat;

d. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal

dan regional; dan
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e. Mengembangan dan membangun insfrastruktur wilayah dengan
memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber
daya alam secara berkelanjutan.

Dari misi-misi yang telah ditetapkan yang terkait dengan tugas dan
fungsi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
terdapat pada misi ke-2 (dua) yaitu “Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur
dan dinamis yang mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean

Governance”.
. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi.
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil atau
kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya.
Indikator Kinerja ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan
dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dijabarkan dari visi dan
misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cilacap
sebagaimana berikut seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-
2022 Menurut Misi

Misi ke-2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang
profesional bersifat entrepreneur dan dinamis yang mengedepankan
prinsip Good Governance dan Clean Governance
Tujuan md'.k s Sasaran Indikator Sasaran
Tujuan
st satoatle Prosentase PAD
kerll'|tng atkan Meninakat terhadap total
ualitas en_mg atnya pendapatan
penyelenggaraan kualitas Opini BPK
pemerintahan di penyeienggaraan —
. . Prosentase nilai
bidang Opini BPK keuangan daerah
aset yang dapat
pendapatan, .
engelolaan diamankan
Peng Meningkatnya | Nilai AKIP SKPD
keuangan dan ..
akuntabilitas _
aset daerah Nilai SKM
perangkat daerah
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Adapun indikator kinerja utama Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap seperti teriihat pada
tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

Sasaran Indikator . ‘
No. Strategis Kinerja Definisi Operasional
1. | Meningkatnya Prosentase
kualitas PAD terhadap Total realiasi PAD
x 100%
penyelenggaraan | total Total pendapatan

keuangan daerah | pendapatan

Opini yang dikeluarkan oleh
BPK atas Laporan Keuangan

Opiri BFK Pemerintah Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun (n-1)

Prosentase Jumlah aset

nilai aset yang yang diamankan

dapat Bt X%

diamankan keseluruhan

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu
strategis dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan
dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Cilacap 2017-2022.

Terdapat 4 (empat) isu strategis yang menjadi permasalahan
pokok yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah pada umumnya yang terdapat dalam Renstra Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2017-2022 yang telah dirumuskan untuk mencapai
tujuan. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis
diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk
mencapai visi, misi, tujuan, sasaran tersebut maka sesuai dengan
kapasitas dan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, ditetapkan
beberapa strategi pilihan berdasarkan analisis SWOT dan guna
mewujudkan strategi tersebut Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah menyusun
program dan kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah
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kebijakan. Adapun Arah Kebijakan Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah antara lain sebagai berikut:

a.
b.
c.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan daerah dengan integrasi e-planning dan e-budgeting
Peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan
Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan belanja
daerah

Peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan
daerah

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah

ditetapkan dalam Renstra dan RKT Tahun 2022 Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, maka upaca

pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan

program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam Dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Tabel di bawah berisi indikator dan target

kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2022. Setiap sasaran telah

dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022

- : . Indikator | ¢ ‘Sasaran . Indikator
No. Tujuan Tujusn Satuan | Target | Strategis Kinetja Satuan | Target
Prosentase
PAD
terhadap % 19,9
total
pendapatan
Meningkatkan kMer:iltngka’tnya 1=WIP
kualitas ua als Opini BPK | 2=WDP 1
penyelenggaraan zz:yfeigig; 3 =Disc.
pemerintahan di Opini 1=WTP daerah
1 bidang BPK 2 =WDP 1
’ pendapatan, 3 =Disc. Prosentase
pengelolaan nilai aset % 100
keuangan dan yang dapat
aset daerah diamankan
Meningkatnya | Nilai AKIP i
akuntabiltas | SKPD Nt 77
perangkat
daerah Nilai SKM Poin 79,5
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang periu dilakukan
oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan
wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh
instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang
dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja
tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program
atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada
kegiatan instansi yang tidak terarah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan
yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RKT Tahun 2022 Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap,
maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui
perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Program-program yang
mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sesuai dokumen Perjanjian
Kinerja adalah sebagaimana tabel 2.4 di bawah ini. Adapun rencana
penggunaan anggaran program kegiatan sebagaimana lampiran Rencana
Aksi Penggunaan Anggaran Pendukung Sasaran, sedangkan rencana
tahapan pencapaian target kinerja tahun 2022 sebagaimana yang telah
diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja disajikan pada lampiran
Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022

No Sasaran Indikator Program Indikator Anggaran (Rp)
; Strategis Sasaran Program
1. | Meningkatnya Prosentase Program Persentase 7.244.342.300
kualitas PAD Pengelolaan Peningkatan
penyelenggaraan | terhadap Pendapatan Pajak Daerah
keuangan total Daerah
daerah pendapatan
Opini BPK Program Persentase 1.452.219.650
Pengelolaan Penyusunan
Keuangan Dokumen
Daerah Penganggaran
dan Pengelolaan
Keuangan sesuai
dengan Peraturan
Perundang-
Undangan
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No. Sasaran Indikator Program Indikator Anggaran (Rp)
Strategis Sasaran Program
Persentase 441.907.900
Pengelolaan
Keuangan dan
Pencairan Dana
Persentase 763.073.175
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
Prosentase Program Persentase 8.543.605.200
nilai aset | Pengelolaan Meningkatnya
yang dapat | Barang Milik | Tertib
diamankan Daerah Pengelolaan
Aset/Barang Milik
Daerah yang
Akuntabel
2. | Meningkatnya Nilai  AKIP | Program Terpenuhinya 38.812.500
akuntabilitas SKPD Penunjang Dokumen
perangkat Urusan Perencanaan
daerah Pemerintahan Pembangunan
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota
Nilai SKM
Program Persentase 23.500.555.085
Penunjang Jumlah Dokgmgn
Uraussin Laporan Kinerja
: dan Keuangan
Pemerintahan yang Tepat Waktu
Daerah dan Akuntabel
Kabupaten/Kota
Tersedianya 28.736.016.500
Administrasi
Perkantoran
Setiap Bulan
Terpenuhinya 11.938.491.555
Sarana dan
Prasarana Sesuai
Kebutuhan
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D. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

1. e-SAKIP

WARSONO, S.H., M.Hum.

19650108 198903 1 609

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANCGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN Rp_ 88_779_6 76747

CHLACAP

&3 YouTube

Gambar 2. 1 Aplikasi e-SAKIP

e-SAKIP adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah secara elektronik (e-SAKIP) yang bertujuan untuk
memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD
pada khususnya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap pada
umumnya.

2. e-SKP

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH

BUPATEN CILACAP

O 5

m Sadan Kupegaverian Peadidikon dun Petatitn Darrah PEMERINTAH
i e : KABUPATEN CILACAP

A
Gambar 2. 2 Aplikasi e-SKP

e-SKP adalah sistem elektronik SKP yang dirancang untuk
pengolahan data dan penilaiannya. Melalui e-SKP, setiap SKPD dapat
menyelenggarakan penilaian SKP secara elektronik dengan sasaran
setiap pegawai di SKPD masing-masing.
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3. Aplikasi-Aplikasi yang Digunakan oleh Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

a. Sistem Infomasi Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)

NTAH KARLIPATIN (15 ATA
File Pasmeter Datafrtry Lsporen Tod Hep

G’éﬁ B

PEMERINT AR RABUPATEN CILACAF IS
TARUR ANCCARAN 2021 4

SUHO @l «euahga

User : 4040101 (0) i Ed Td. logh s ke, 10 Desesker 2021

i‘i} C :-5— e wn‘;::al =
Gambar 2. 3 Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)

Program aplikasi yang digunakan Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pengelolaan
keuangan secara terintegrasi meliputi penganggaran,
penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Adapun output aplikasi
ini antara lain:

i. Penganggaran
Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBDdan Rancangan
Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta
perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
i. Penatausahaan
Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan

Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ,

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran

(STS), beserta register-register, dan formulir-formulir

pengendalian anggaran lainya.

iii.  Akuntansi dan Pelaporan
Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan
(Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca),

Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.
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b. Sistem Iinformasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

Sy Bh00Y . 2000 by REKP

S irnorete  Rbeila Fociein | SwaRRIIRE X
g s T o ey BB

en s v

Gambar 2. 4 Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

Program aplikasi yang digunakan Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pengelolaan barang

daerah meliputi penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi barang

daerah. Adapun output aplikasi ini antara lain:

Penatausahaan

Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang,
Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (Bl), Daftar
Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label
Barang.
Penghapusan

SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar
Barang yang Dihapuskan
Akuntansi

Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar
Barang Extra Comptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan
Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat),
serta Rekapitulasi Barang per SKPD.
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c. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

¥abunaten Citacar - Duaas

Nama GALIM SURYA BASKORC
e BAECRALAR By e

Gambar 2. 5 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Daerah (SISMIOP)

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-
533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran,
Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan
Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan
Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP),
Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak adalah “Sistem yang
terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak
Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer sejak dari
pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian)
pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman
data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa
SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan
pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada
wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat.”

SISMIOP atau Sistem Manajemen Infromasi Objek Pajak
merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan
seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari
pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan,

sampai pencetakan hasil keluaran.
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d. Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)

Gambar 2. 6 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)

Sistem  Informasi Manajemen Pendapatan  Daerah
(SIMPATDA) adalah sistem pengelolaan pendapatan daerah
berbasis teknologi informasi server-client yang bertujuan untuk
membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi
keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji
kebenaranya.

SIMPATDA merupakan sistem informasi manajemen
pendapatan asli daerah yang dapat membantu mengolah informasi
dasar Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi instrumen-instrumen
untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pungutan PAD.
Aplikasi SIMPATDA dikembangkan dengan mengacu kepada
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

4. Inovasi-inovasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Cilacap

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap dalam mendukung pencapaian visi dan misi adalah
dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan sistem dan
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prosedur, sarana prasarana dan profesionalisme serta melakukan
inovasi-inovasi baru dalam rangka memperkuat dan mengembangkan
keterpaduan pelayanan prima. Menurut Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2002, pengertian inovasi adalah kegiatan penelitian,
pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan
mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan
yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 38
Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah pasal 5 ayat (2) Inovasi Pelayanan
Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada
masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa
publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Dengan mengacu pada berbagai peraturan tersebut, Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Cilacap berupaya meningkatkan pemberian pelayanan kepada calon
penerima pensiun melalui SI-PENGSUN (Sistem Informasi Penghentian
Gaji Pensiun) berbasis website sehingga penerbitan Surat Keterangan
Penghentian Pembayaran (SKPP) yang semula manual, kurang akurat,
dan kurang akuntabel, dapat dilaksanakan secara online. Aplikasi SlI-
PENGSUN terintegrasi dengan Aplikasi E-Simpeg yang merupakan
database kepegawaian, sehingga memudahkan bagi ASN untuk
mengunduh dokumen pendukung pengajuan SKPP. Selain itu, aplikasi
SI-PENGSUN juga terintegrasi dengan aplikasi SIMGAJI dari PT Taspen
sebagai database penggajian, sehingga perhitungan gaji pensiun lebih
akurat dan akuntabel. Aplikasi SI-PENGSUN dilengkapi dengan manual
book dan video tutorial sehingga memudahkan bagi penggunanya,
selain itu Aplikasi SI-PENGSUN memiliki fitur-fitur yang mudah dan
simple sehingga sangat mudah dalam penggunaannya. Aplikasi Sl-
PENGSUN dapat diunduh di link: https:/skpp.cilacapkab.go.id/.
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BAB il
AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus
dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang
sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja
adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan
sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini
juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan
menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi
tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa
dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam
memastikan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah dicapai.
A. PENGUKURAN KINERJA
1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Cilacap
dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI
Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.
Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya

kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

0,
Target 4008

Capaian Indikator Kinerja Utama =

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja, digunakan rumus:

Target — (Realisasi — Target)
Target

Capaian Indikator Kinerja Utama = x 100%

Atau
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: : - (2x Target) — Realisasi
Capaian Indikator Kinerja Utama = x 100%
Target

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala
ordinal untuk setiap kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah,
Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi) dengan keterangan sebagai
berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna | Skala Ordinal Predikat / Kategori
B 0s/d50 Sangat Rendah
50,1 s/d 65 Rendah
' 65,1s/d 75 Sedang
75,1 s/d 90 Tinggi
90,1 lebih Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri 54/2010

. Capaian Kinerja Sasaran

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai
keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian
masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan
"Metode Rata-Rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran nilai
mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Tinggi . 95
Tinggi . 82,5
Sedang . 70
Rendah : B75
Sangat Rendah . 25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan
jumlah indikator untuk setiap kategori (Sangat Berhasil, Berhasil, Cukup
Berhasil, dan Tidak Berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran
dengan nilai mean skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan
jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah Indikator utk Setiap Kategori x Nilai Mean Setiap Kategori

LRV £ nend asion » Jumlah Indikator Kinerja Sasaran

x 100%
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3. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap
indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai
Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator

kinerja utama tersebut di atas.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan tugas dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Indikator Capaian/ | Capaian/ 2022
No. Kinerja Kondisi | Kondisi - Kategori
Utama 2020 2021 Target | Realisasi %
i Sangat
1. | Opini BPK WTP WTP WTP WTP 100 Tinggi
Prosentase
PAD Sangat
2 terhadap total 1878 e 182 21,24 8,75 Tinggi
pendapatan
Prosentase
nilai aset .
3 yang dapat 84,31 86,79 100 87,51 87,51 Tinggi
diamankan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator
indikator (66,67%)
indikator (33,33%)

kinerja utama, disimpulkan bahwa 2 (dua)

dikategorikan “Sangat Berhasil” dan 1 (satu)

dikategorikan “Berhasil’.

. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 pada Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:
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Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

Indikator Capal_an'l Capau_in.l 2022 .
No. Kiaara Kondisi | Kondisi Tacact | Rustieass % Kategori
9 2020 2021 arg _—
1. | Opini BPK WTP WTP WTP WTP 100 | Sanoat
Tinggi
Prosentase
FAp Sangat
2. | terhadap 18,72 2217 19,9 2124 | 10873 | 2n9a@
Tinggi
total
pendapatan
Prosentase
nilai aset . .
3. vang dapst 84,31 86,79 100 87,51 87,51 Tinggi
diamankan
Nilai AKIP Sangat
4. SKPD 76,48 76,80 77 76,80 99,74 Tinggi
5. | Nilai SKM 86,38 80,91 795 83,53 105,07 | Sangat
Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator
kinerja sasaran, disimpulkan bahwa 4 (empat) indikator (80%)
dikategorikan “Sangat Berhasil” dan 1 (satu) indikator (20%)
dikategorikan “Berhasil”.

Adapun Realisasi dan Capaian kinerja Indikator Sasaran Tahun
2022 apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun
sebelumnya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran
dengan Kondisi Tahun 2020 dan 2021

2022 Saes @
Cansian | Canaiin Realisasi Realisasi
Indikator P | 2022 2022
No /Kondisi | /Kondisi
Sasaran 2020 2021 T t | Reakesi % terhadap | terhadap
arget | Realisasl | capaian | Realisasi | Realisasi
2020 2021
Prosentase
PAD
1 terhadap 18,72 2217 19,9 21,24 106,73 A v
total
pendapatan
2 | Opini BPK WTP WTP WTP WTP 100 & &
Prosentase
nilai aset
3 -, 84,31 86,79 100 87,51 87,51 A A
diamankan
Nilai AKIP @
4 SKPD 76,48 76,80 77 76,80 99,74 A ¢
5 | Nilai SKM 86,38 80,91 795 83,53 105,07 v A
A =naik V¥V =turun @ =tetap
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Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
dengan Target Akhir Renstra 2022

Target Akhir %
s Renstra2022 | Realisasi
e i 2022
Indikator pman Pl
No "'(i:‘eﬁa IKondisi | /Kondisi % % t?r':ad;p
2020 2021 Realisasi . Target | Target s
Capaian Canalan Akhir
s Renstra
2022
Prosentase
PAD
1 18,72 2217 21,24 106,73 19,9 100 106,73
terhadap total
pendapatan
2 | Opini BPK WTP WTP WTP 100 WTP 100 100
Prosentase
nilai aset
3 yang 84,31 86,79 100 87,51 100 100 87,51
diamankan
Nilai AKIP
4 SKPD 76,48 76,80 76,80 99,74 77 100 99,74
5 Nilai SKM 86,38 80,91 83,53 105,07 79,5 100 105,07

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan

rata-rata sesuai dengan Metode Rata-Rata Data Kelompok, maka dari 5

(lima) sasaran strategis dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian

kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Rata-Rata Capaian Strategis Tahun 2022

Rincian Kategori untuk Indikator
No Sasaran Jumilah Rata- Kategori Tidagk Cukup Berhasil Sangat
Strategis Indikator | Rata ., | Berhasil Berhasil
Berhasil (65-75) (75-90) (>90)
(<50)
Meningkatnya
kualitas
1 penyelenggara 3 92,50 Sanga} 0 0 &5 95 (2)
Tinggi M
an keuangan
daerah
Meningkatnya
2 akuntabilitas 2 95 Sz'mga_t 0 0 0 95 (2)
perangkat Tinggi
daerah
Rata-Rata Capaian
Sasaran Strategis 93,75

kategori

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 93,75% dengan

Sangat Tinggi.

mengalami kenaikan dari capaian tahun 2021 sebesar 1,25%.

Capaian dari 2 (dua) sasaran strategis




3. Capaian Indikator Kinerja Tujuan
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Capaian tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2022

. - Ir:glkar:or TAakrg;t Capaian | Capaian #0e Predikat/
0. ujuan nerja /Kondisi | /Kondisi :
Tuluan ;::::r: 2020 2021 Target | Realisasi | % | Kategori
Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan di O
1. bidang BPK WTP WTP WTP WTP WTP 100 | Tercapai
pendapatan,
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah

Berdasarkan hasil pengukuran tehadap kinerja tujuan, indikator

kinerja tujuan di atas, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator (100%)

dikategorikan "Tercapai”.

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 (satu) dengan 3 (tiga)
indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 95% dengan

kategori “Sangat Tinggi”. Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat

Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran ini sebagai

berikut:
Tabel 3. 8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1
Target Akhir %
05z Renstra 2022 Realisasi
Capaian/ | Capaian/ 2022
No I;:l::: Kondisi Kondisi % % terhadap
2020 2021 Target | Realisasi Cabalan Target | Target Target
pe Capaian Akhir
Renstra
Prosentase PAD
1 terhadap total 18,72 2217 18,41 21,24 106,73 19,9 100 106,73
pendapatan
2 Opini BPK WTP WTP WTP WTP 100 WTP 100 100
Prosentase nilai
3 aset yang dapat 84,31 86,79 100 87,51 100 100 87,51 87,51
diamankan
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Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan
Prosentase PAD terhadap total pendapatan merupakan
prosentase terhadap total realisasi pendapatan asli daerah terhadap
total pendapatan tahun 2022 dari Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. Adapun formulasi
pengukuran prosentase PAD terhadap total pendapatan yaitu:

Total Realisasi PAD

Prosentase PAD terhadap total pendapatan = T ot P — 100%

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap
Unaudited Tahun Anggaran 2022, realisasi capaian pada total realisasi
PAD sebesar Rp 700.413.996.862,02 dan anggaran pada total
pendapatan sebesar Rp 3.297.814.435.223. Hal tersebut
menggambarkan bahwa prosentase PAD terhadap total pendapatan
mengalami penurunan dari tahun 2021, dimana realisasi capaian pada
total realisasi PAD sebesar Rp 739.133.833.863,79 dan anggaran pada
total pendapatan sebesar Rp 3.233.576.105.032. Hal ini dikarenakan
terdapat 2 (dua) jenis pajak yang tidak memenuhi target yaitu Pajak
Hotel dengan target sebesar Rp 6.500.000.000, realisasi sebesar Rp
6.090.654.066 (93,70%) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dengan target sebesar Rp 29.000.000.000, realisasi sebesar Rp
26.244.989.755 (90,50%).

Grafik perbandingan pengukuran capaian kinerja sasaran
prosentase PAD terhadap total pendapatan dapat dilihat pada gambar di

bawah ini:

2217 21,04

18.10 17,45 18,72

Realisasi

2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan Capaian Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan

Adapun faktor pendorong dan strategi yang dilakukan Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
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a. Faktor Pendorong

Adanya BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah
Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Cilacap terkait pelaksanaan pemungutan PAD

Sistem reward yang diberikan kepada pihak-pihak yang
berkaitan dengan penerimaan PAD

b. Strategi

Membantu Tim Terpadu terdiri atas beberapa SKPD seperti
BPPKAD, Satpol PP, dan DPMPTSP yang mempunyai tugas
meliputi koordinasi tentang perijinan, konfirmasi, dan
penertiban.

Penilaian NJOP PBB

Penggunaan aplikasi terintegrasi, baik dalam pelayanan,
pembayaran, dan pelaporan sehingga semakin memudahkan
waijib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

2. Opini BPK

Opini BPK merupakan opini yang dikeluarkan BPK atas laporan

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Realisasi indikator

opini BPK dapat mencapai target yang ditetapkan Tahun 2022 sebesar 1

(WTP) dari target dalam dokumen Renstra sebesar 1 (WTP) dengan

kategori Sangat Berhasil. Hal ini dikarenakan di tiap tahunnya dari

realisasi tahun 2019 hingga 2022 tata kelola laporan keuangan

pemerintah daerah Kabupaten Cilacap sudah baik dan benar. Adapun

faktor penghambat, pendorong, dan strategi yang dilakukan Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

i.

Telah dibentuknya sistem pemerintah Sistem Pengendalian
internal Pemerintah yang terdiri dari 5 (lima) komponen antara
lain lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengadaan pada
masing-masing SKPD

Laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun sudah
mengacu standar akuntansi pemerintah dan sudah memenuhi
kriteria pemeriksaan berupa pernyataan kepatuhan terhadap

standar pemeriksaan, pelaporan tentang kepatuhan terhadap
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ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaporan

tentang pengendalian internal.

b. Strategi

Vi.

Mensosialisasikan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan
keuangan daerah

Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian anggaran
yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
Mengaplikasikan software pengelolaan keuangan yang
terintegrasi di semua SKPD

Melakukan sosialisasi tata cara pengelolaan barang daerah
Meningkatkan SDM pengelola keuangan khususnya petugas
akuntansi mengenai ilmu akuntansi yang berdasarkan standar
akuntansi pemerintahan

Meningkatkan koordinasi diantara pengelola keuangan dan aset
di SKPD yaitu bendahara, petugas akuntansi, dan pengurus
barang untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang
akuntabel.

3. Prosentase Nilai Aset yang dapat Diamankan
Prosentase nilai aset yang dapat diamankan merupakan

prosentase dari jumlah aset yang diamankan terhadap jumlah aset

keseluruhan. Formulasi pengukuran prosentase nilai aset yang dapat

diamankan yaitu:

Prosentase nilai aset yg dpt diamankan =

Jumlah Aset yg Diamankan

0,
Jumlah Aset Keseluruhan x 100%

Tabel 3.9 Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap

Tahun Total Bidang Bersertifikat Belum Bersertifikat
2019 3.631 546 3.085
2020 4.285 782 2.849
4.289 1.454 2.831
2022 4.289 1.610 2.679

Pada tahun 2022 realisasi pada aset yang bersertifikat sebesar

156 sertifikat dari total keseluruhan 4.289 sertifikat, sehingga terdapat

2.679 sertifikat yang belum tersertifikasi. Hal ini tidak tercapai sesuai

target dikarenakan dalam proses pensertifikatan memerlukan waktu
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yang lama dan terbatasnya pengurus barang. Grafik perbandingan
pengukuran capaian kinerja sasaran prosentase nilai aset yang dapat
diamankan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

- 1 5751
8 s

Realisasi

80
2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 3. 2 Grafik Perbandingan Capaian Prosentase Nilai Aset yang Dapat Diamankan

Adapun faktor penghambat, pendorong, dan strategi yang
dilakukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat
i. Masih banyak tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten
Cilacap yang belum bersertifikat
ii. Sumber daya manusia pengurus barang pada OPD memiliki
keterbatasan kapasitas secara pengetahuan dan sering terjadi
mutasi pindah/jabatan
b. Faktor Pendorong
i. Ketersediaan anggaran yang memenuhi/mencukupi dalam
rangka pensertifikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab
ii. Adanya reward yang cukup kepada pengurus barang OPD
sehingga adanya minat untuk menjadi pengurus barang OPD
c. Strategi
i. Membuat tim percepatan pensertifikatan dengan melibatkan
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mengalokasikan
anggaran pensertifikatan secara bertahap serta pendampingan
dengan Korsupgah
i. Mengadakan peningkatan kapasitas pengurus barang secara
berkala dan berkelanjutan serta mengadakan rekon laporan
mutasi barang setiap 6 bulan sekali
Dari tabel 3.8 di atas, untuk capaian kinerja tahun 2022 pada
sasaran 1 (satu) dapat tercapai 95% atau sangat tinggi. Hal tersebut
dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan segenap
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karyawan/karyawati BPPKAD untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam
mewujudkan target yang telah di tetapkan dalam perjanjian kinerja antara
Perangkat Daerah dengan Bupati. Disamping komitmen internal yang kuat
keberhasilan ini juga didukung dengan koordinasi yang maksimal antar
dinas/instansi baik itu dalam hal peningkatan pendapatan, pengelolaan
keuangan maupun pengelolaan aset daerah dalam rangka mewujudkan
good governance dan clean government.

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 3 (tiga) program sebagai
berikut:
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp
16.332.527.469 dari anggaran sebesar Rp 19.997.238.625 atau 81,67%.
Dengan capaian sasaran sebesar 95% (Sangat Tinggi) dan dana yang
digunakan sebesar 81,67%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar
18,33% dan dapat dikatakan efekiif.

Sasaran 2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 (dua) dengan 2 (dua)
indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian sebesar 95% dengan
kategori “Sangat Tinggi”. Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat
Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran ini sebagai
berikut:

Tabel 3. 9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

2022 Target Akhir % Realisasi
. Renstra 2022 2022
Realisasi | Realisasi
Indikator terhadap
No IKondisi /Kondisi
Seguan 2020 2021 | Target | Realisasi % Tagu | MWW TSG
o Capaian g Capaian Akhir
Renstra
Nilai AKIP
1 SKPD 76,48 76,80 77 76,80 99,74 r 100 99,74
2 Nilai SKM 86,38 80,91 79,5 83,53 105,07 795 100 105,07

Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Nilai AKIP SKPD
Nilai AKIP SKPD merupakan nilai yang dikeluarkan Inspektorat
Kabupaten Cilacap atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan
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dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap pada tahun 2022. Realisasi
capaian kinerja untuk indikator sasaran nilai AKIP SKPD pada tahun
2022 menurut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dengan Nomor LHE 700/1401/14 tanggal 29 Juni 2022 sebesar 76,80,
hal ini dikarenakan pembuatan AKIP SKPD sudah melalui aplikasi
sehingga mampu menyajikan dokumen laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah yang memenuhi standar yang ditentukan.

Grafik perbandingan pengukuran capaian kinerja sasaran nilai
AKIP SKPD dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

> 76,8
“7 76,48 76,48

75,75

Realisasi

74.28
2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 3. 3 Grafik Perbandingan Nilai AKIP SKPD

Adapun faktor penghambat, pendorong, dan strategi yang
dilakukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat
i. Pengumpulan data kinerja masih sering terlambat dan masing-
masing unit kerja belum ada kesadaran menyajikan data kinerja
sebelum diminta untuk pembuatan laporan
ii. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan untuk pemberian
reward dan punishment.
b. Faktor Pendorong
i.  Target kinerja telah disusun dengan baik dan terukur
i. Kegiatan-kegiatan yang disusun pada dokumen Renstra
mendukung capaian indikator kinerja
ii. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan
berkelanjutan
c. Strategi
i. Melakukan perbaikan indikator kegiatan (output) dan kegiatan
yang lebih prioritas untuk mendukung mencapai indikator
program dengan melakukan evaluasi Renstra
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. Nilai SKM

Nilai SKM adalah nilai kepuasan survei masyarakat yang
merupakan hasil survei kepuasan masyarakat pada aplikasi SISUKMA
pada tahun 2022. Formulasi pengukuran nilai SKM dapat dijelaskan
sebagai berikut:

Total dari nilai persepsi per unsur

Nilai SKM = e
Total unsur vang terisi

x Nilai penimbang

Realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran nilai SKM pada

tahun 2022 sebesar 83,53 (Baik), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Responden . 518

Laki - Laki . 299

Perempuan . 219
No. Unsur Pelayanan NRR
1. | Persyaratan 3,21
2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,19
3. | Waktu Penyelesaian 3,21
4. | Biaya/ Tarif 3,82
5. | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,83
6. | Kompetensi Pelaksana 8,22
7. | Perilaku Pelaksana 3,20
8. | Penanganan Pengaduan, Saran 3,18
9. | Sarana dan Prasarana 3,22

Grafik perbandingan pengukuran capaian kinerja sasaran nilai
SKM dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

/86,38

83,53

Realisasi

780,40 80,91
78.23

2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 3. 4 Grafik Perbandingan Nilai SKM

Adapun faktor penghambat, pendorong, dan strategi yang
dilakukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
sebagai berikut:
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a. Faktor Penghambat
i.  Jumlah personil pelayanan terutama dalam bidang perpajakan
yang sangat minim untuk melayani jumlahnya mutasi pajak
i. Jumlah pengampu unit kerja pengelola barang dibandingkan
dengan jumlah unit kerja pengelola barang tidak proposional
iii. Waktu pelayanan dan penanganan pengaduan pelayanan yang
masih lambat
iv.  Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan yang dirasakan
masyarakat masih berbelit-belit.
b. Faktor Pendorong
i. Penambahan sarana prasarana dalam rangka mendukung
upaya peningkatan pelayanan
i. Pelayanan pajak yang bebas biaya.
c. Strateqgi
i. Melakukan inovasi pelayanan di bidang keuangan, pendapatan,
dan aset
ii. Melakukan penyempurnaan SOP dalam rangka percepatan

pelayanan

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program yaitu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dana
yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp
63.370.357.125 dari anggaran sebesar Rp 68.782.438.122 atau 92,13%.
Dengan capaian sasaran sebesar 95% (Sangat Tinggi) dan dana yang
digunakan sebesar 92,13%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar
7,87% dan dapat dikatakan efektif.

. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa
fokus dari pembangunan bukan hanya sekadar melaksanakan program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari
manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk
mendorong perubahan, dimana program, kegiatan, sub kegiatan, dan
sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai

rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.
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Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana
salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana
sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam
penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh
masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban
program/kegiatan/sub kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp
79.702.884.594 (89,78%) dari Rp 88.779.676.747,

sedangkan rata-rata pencapaian sasaran sebesar 95% (Sangat Tinggi).

fotal anggaran

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja menunjukan adanya
keefektifan jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah dan
terdapat efisiensi anggaran sebesar 89,78%.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Cilacap telah berhasil melaksanakan efisiensi dalam
pengelolaan keuangan guna mencapai sasaran, tujuan, misi dan Vvisi
sebagaimana tabel 3.10 berikut:

Tabel 3. 10 Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Anggaran, dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

2018

2019

2020

2021

2022

Jumlah
Program

8

9

8

4

4

Jumliah
Kegiatan

54

57

56

12

11

Jumlah Sub
Kegiatan

46

44

Total
Anggaran

72.259.214.000

79.940.271.450

79.662.077.525

76.686.738.565

88.779.676.747

Total
Realisasi

67.747.577.378

71.868.119.035

62.717.912.933

66.445.522.286

79.702.884.594
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Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

Kinerja Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Cabalan Program Canalan
Target | Realisasi (r.’,/o ) Target Realisasi ('2/0 )
1 | Meningkatnya kualitas | Prosentase PAD
penyelenggaraan keuangan | terhadap total 19,9 21,24 106,73 grogdram tPengeloIa: i 7.023.142.700 5.363.630.379 76,37
daerah pendapatan B — v aara
- WTP 100 Program Pengelolaan
Opini BPK WTP Keuangan Daerah 2.685.200.725 2.561.477.836 95,39
Prosentase nilai aset 87,51 87,51 Program Pengelolaan Barang
yang dapat diamankan 100 Milik Daerah 10.288.895.200 8.407.419.254 81,71
2 | Meningkatnya kualitas | .. . 76,80 99,74 Program Penunjang Urusan
kinerja pemerintah Nilai AKIP SKPD ) Pemerintah Kabupaten/Kota ShEh2e00 87.526.800 e
Nilai SKM 79,5 83,53 105,07 | Program Penunjang Urusan | g 245 655 697 | 63.332.827.225 | 92,13

Pemerintah Kabupaten/Kota
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E. EFISIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama

disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

- Indikator Kinerja Anggaran Efisiensi
e Target Realisasi Rp %

Prosentase PAD

4 | terhadap total | 7023 142.700 | 5.363630.379 | 1.659.512.321 | 7637
pendapatan

2 | Opini BPK 2.685.200.725 | 2.561.477.836 | 123 722.889 | 95.39
Prosentase nilai aset

3 yang diamankan 10.288.895.200 | 8.407.419.254 | 1 881 475.946 | 81,71
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BAB IV
PENUTUP

Analisis dan evaluasi atas 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja
utama, menunjukkan bahawa Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap telah berupaya untuk
mewujudkan dan mencapai kinerja yang telah dituangkan/ditetapkan dalam
perjanjian kinerja tahun 2022 dan bertekad untuk membangun sistem
akuntabilitas kinerja yang akuntabel melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja
Aparatur Pemerintah (SAKIP).
Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator
kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
Tahun 2022 secara keseluruhan berhasil dengan nilai rata-rata capaian
kinerja sasaran strategis dari 2 (dua) sasaran strategis adalah 100%
dengan kategori “Sangat Berhasil”. Capaian dari 2 (dua) sasaran
strategis, sebnyak 2 (dua) sasaran (100%) dengan kategori Sangat Tinggi,
dengan rincian sebagai berikut:
a. Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah
dengan 3 (tiga) indikator sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi
b. Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan 2
(dua) indikator sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi
Adapun capaian indikator kinerja utama dari 3 (tiga) indikator kinerja
utama, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator (95%) dikategorikan “Sangat
Tinggi”, dengan rincian sebagai berikut:
a. Prosentase PAD terhadap total pendapatan (106,73%) dengan target
19,9% dan realisasi 21,24% dikategorikan Sangat Tinggi
b. Opini BPK (100%) dengan target dan realisasi WTP dikategorikan
Sangat Tinggi
c. Prosentase nilai aset yang dapat diamankan (87,51%) dengan target
100% dan realisasi 87,51% dikategorikan Tinggi
Capaian indikator kinerja tujuan dari 1 (satu) indikator disimpulkan 1
(satu) indikator (100%) dengan kategori “Tercapai”. Capaian indikator
kinerja tujuan opini BPK (100%) dengan target dan realisasi WTP
dikategorikan Tercapai.
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Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap
sesuai hasil evaluasi atas AKIP Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 oleh Inspektorat
Kabupaten Cilacap (LHE SAKIP Tahun 2021 Nomor 700/1401/14 tanggal
29 Juni 2022) direkomendasikan:
a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
i.  Memaksimalkan komunikasi hasil evaluasi kepada pihak-pihak
yang berkepentingan uniuk dapat lebih meningkatkan kinerja
organisasi
i. Pemantauan Rencana Aksi perlu dilakukan secara periodik dan
memberikan alternatif perbaikan kinerja.
Adapun upaya yang telah dilaksanakan Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2022
sebagai berikut:
a. Memantau kinerja dan kegiatan perangkat daerah secara periodik
b. Melakukan rapat-rapat mengenai perkembangan kinerja dan kegiatan
perangkat daerah.
Kedepan akan dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat
dicapai sesuai dengan yang ditetapkan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik di Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap,
antara lain:
a. Melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak
b. Membantu Tim Terpadu terdiri atas beberapa SKPD seperti BPPKAD,
Satpol PP, dan DPMPTSP yang mempunyai tugas meliputi koordinasi
tentang perijinan, konfirmasi, dan penertiban.
c. Penilaian NJOP PBB
d. Melakukan himbauan dan sosialisasi
e. Penggunaan aplikasi terintegrasi, baik dalam pelayanan, pembayaran,
dan pelaporan sehingga semakin memudahkan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan
f. Mensosialisasikan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan
keuangan daerah
g. Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian anggaran yang
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
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. Mengaplikasikan software pengelolaan keuangan yang terintegrasi di
semua SKPD

Melakukan sosialisasi tata cara pengelolaan barang daerah
Meningkatkan SDM pengelola keuangan khususnya petugas akuntansi
mengenai ilmu akuntansi yang berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan

. Meningkatkan koordinasi diantara pengelola keuangan dan aset di
SKPD yaitu bendahara, petugas akuntansi, dan pengurus barang untuk
dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabei

Membuat tim percepatan pensertifikatan dengan melibatkan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan mengalokasikan anggaran
pensertifikatan secara bertahap serta pendampingan dengan Korsupgah
. Mengadakan peningkatan kapasitas pengurus barang secara berkala
dan berkelanjutan serta mengadakan rekon laporan mutasi barang
setiap 6 bulan sekali

. Melakukan perbaikan indikator kegiatan (output) dan kegiatan yang lebih
prioritas untuk mendukung mencapai indikator program dengan
melakukan evaluasi Renstra

. Melakukan inovasi pelayanan di bidang keuangan, pendapatan, dan
aset

. Melakukan penyempurnaan SOP dalam rangka percepatan pelayanan

Cilacap, Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN K NGAWDAN ASET DAERAH

WARSONO, S.¥., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009
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RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Periode 2018-2022
Visi "CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA" "Bangga Mbangun Desa"
Misi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean
Government
Kebijakan 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
2. Meningkatkan pendapatan daerah
3. Meningkatkan pengelolaan dan pengamanan aset
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
RENCANA STRATEGIS
. . ; i inarl Target Per Tahun
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 201712018 [ 2019 | 2020 | 2021|2022
1 [Meningkatkan kualitas Indikator | Satuan |2017)2018|2019|2020|2021|2022|Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Prosentase PAD terhadap % 1991145157 17 | 184|199
penyelenggaraan keuangan daerah total pendapatan
pemerintahan dibidang |Opini BPK |1 =WTP, 2| 1 1 1 1 1 1 ) Opini BPK 1=WTP, 1 1 1 1 1 1
pendapatan, =WDP, 3 = 2=WDP,
pengelolaan keuangan Disc 3=Disc.
dan aset daerah Prosentase nilai aset yang % 75 80 85 90 95 | 100
dapat diamankan
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah Nilai AKIP SKPD Nilai 73 74 75 76 [ 765]| 77
Nilai SKM Poin 76,5 | 77 78 | 785 | 79 |795
Cilacap, Januari 2022
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Periode 2018-2022
. . . " . o Penjelasan/Definisi
No Tujuan Indikator Tujuan Formula Sasaran Strategis Indikator Kinerja Operasional
1 |Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Indikator | Satuan |2017]2018|2019|2020| 2021| 2022 | Tepat Waktu |Meningkatnya kualitas Prosentase PAD Jumlah realisasi PAD dibagi
pemerintahan di bidang pendapatan, Opini BPK | 1=WTP, 1 1 1 1 1 1 penyelenggaraan keuangan terhadap total total pendapatan kali 100%
pengelolaan keuangan, dan aset daerah 2=WDP, daerah pendapatan
3=Disc.
Opini BPK Opini yang dikeluarkan oleh
BPK atas LKPD Kabupaten
Cilacap
Prosentase nilai aset |Jumlah aset yang diamankan
yang dapat diamankan |dibagi jumlah aset secara
keseluruhan kali 100%

Cilacap, Januari 2022
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RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Periode 2018-2022

Tahun 2022
. Indikator . S
No Tujuan Tujuan Satuan | Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | Target
1 |Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Opini BPK [1=WTP, 2 1 Meningkatnya kualitas Prosentase PAD terhadap total % 19,9
pemerintahan di bidang pendapatan, =WDP, 3 penyelenggaraan keuangan pendapatan
pengelolaan keuangan dan aset daerah = Disc. daerah Opini BPK 1=WTP, 1
2=WDP,
3=Disc.
Prosentase nilai aset yang dapat % 100
diamankan
Meningkatnya akuntabilitas Nilai AKIP SKPD Nilai 77
perangkat daerah Nilai SKM Poin 79,5
Cilacap, Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
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PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7 Telepon (0282) 533461 - 521304, Faksimile 0282 - 521304

CILACAP

Kode Pos 53212

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - ACHMAD FAUZI, S.E., M.E.

Jabatan . KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . H. TATTO SUWARTO PAMUJI

Jabatan . BUPATI CILACAP

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilacap, Januari 2022

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENDAPATAN

ACHMAD "ZI S.E.. M.E.
\ ,th 49790%0 200312 1 004




PERJANJIAN KINERJA

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2022

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran T.I;;;g::t Ta;::luaann Anggaran

1. |Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Opini BPK 1=WTP,
pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan 1 2=WDP,
keuangan dan aset daerah 3 = Disc.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah |posentase PAD terhadap total pendapatan 19,9 % 7.244.342.300
1=WTP,

Opini BPK 1 2 =WDP, 2.657.200.725
3 = Disc.

Prosentase nilai aset yang dapat diamankan 100 % 8.543.605.200

Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah Nilai AKIP SKPD 77 Nilai 38.812.500

Nilai SKM 79,5 Poin 64.175.063.140

Cilacap, Januari 2022

PALA-BADAN PENDAPATAN
PENG WKQDW\GAN DAN ASET DAERAH
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RENCANA AKSI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2022

Tujuan Indn!( —d Sasaran Indikator Sasaran Satuan Targst Triwulan Target | Keterangan
Tujuan Tahunan
. |Meningkatkan kualitas pemyelenggaraan pemerintahan Opini BPK 1=WTP, Triwulan 1
dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 2=WDP, 1 Triwulan 2 1
daerah 3=Disc. Triwulan 3
Triwulan 4
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Triwulan 1 3,73
keuangan daerah Prosentase PAD terhadap total % 19.9 Triwulan 2 6,23
pendapatan ' Triwulan 3 5,04
Triwulan 4 4,90
1=WTP, Triwulan 1
Opini BPK 2=WDP, 1 TTviulgn 2 d
3=Disc. Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1 25
Prosentase nilai aset yang dapat % 100 Triwulan 2 25
diamankan Triwulan 3 25
Triwulan 4 25
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Triwulan 1
Nilai AKIP Nilai 7r  (lowulanz |77
Triwulan 3
Triwulan 4
Triwulan 1
Nilai SKM Poin 79y |oeaEnt
Triwulan 3
Triwulan 4 79,5

Cilacap, Januari 2022

KERALA-BADAN PENDAPATAN
PENG AN‘NEUANGAN DAN ASET DAERAH
~KAB ‘TEN CILACAP
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RENCANA AKSI ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Periode 2018-2022

Tri Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Satuan | Target Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran RP % RP % RP % RP %
T T T T T T T T
1. |Meningkatnya kualitas Prosentase PAD % 19,9 |Program Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta 142,031.450 141.431.450 | 99,58 -| 0,00 600,000 | 0,42 -| 0,00
penyelenggaraan keuangan |terhadap total Pendapatan Daerah Pendapatan Derah i j
daerah pendapatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak 550.845.650 479.395.650 | 87,03 -| 000 62.300.000 | 11,31 9.150.000 | 1,66
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak 2.093.152.000 68.687.250 | 3,28 1.910.960.000 | 91,30 113.504.750 | 542 -1 0,00
\Daerah
Penagihan P 252.741.200 63.620.350 | 2517 27.818.500 | 11.01 72.760.000 | 28,79 88.542.350 | 3503
Pendataan dan Pendaftaran Obiek Pajak Daera 2.720.580.000 537.914.250 | 19.77 943.093.050 | 34,67 931.227.800 | 3423 308.344.900 | 11,33
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 633.992.000 -| 0,00 450.940.000 | 71,13 182.712.000 | 28,82 340.000 | 0,05
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 604.700.000 56.497.550 | 9,34 96.680.300 | 15,99 14978200 | 2,48 436.543.950 | 72,19
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 246.300.000 145.108.950 | 58,92 12.189.350 | 4,95 13.032.350 | 5,29 75.969.350 | 30,84
Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
)

Opini BPK 1=WTP, 1 Program Pengelolaan Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi P n KUA dan PPA! 58.592.000 -1 000 43.992.000 | 75,08 14.600.000 | 2492 -1 000
2=WDP, Keuangan Daerah Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan 63.891.200 -| 0,00 49.291.200 | 77,15 14.600.000 | 22,85 -| 000
3=Disc.

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 168.101.200 69.450.600 | 41,31 -| 000 69.450.600 | 41,31 29.200.000 | 17,37
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 142.735.000 -| 0,00 -1 0,00 113.535.000 | 79,54 29.200.000 | 20,46
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan 190.869.750 4185.750 | 2,19 186.684.000 | 97,81 - | 0,00 -| 000
|Bidana Anggaran
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 828.030.500 209.798.750 | 2534 204.198.750 | 24,66 209.734.250 | 2533 204.298.750 | 24,67
Koordinasi dan Pengelolaan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan 127.568.300 12592500 | 9,87 55.673.800 | 43,64 59.302.000 | 46,49 -| 0,00
Perbendaharaan Daerah D
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, 69.582.500 5.500.000 | 7,90 38.800.000 | 55,76 25.282.500 | 36,33 -1 0,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
\dan Dana Transfer Lainnva
Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan 244.757.100 17.087.500 | 6,98 68.108.700 | 27,83 118.985.900 | 48,61 40.575.000 | 16,58
Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan Non Bank
Koordinasi dan Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, 65.689.000 2.169.000 | 3,30 5.120.000 [ 7,79 58.400.000 | 88,80 -{ 000
Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan
Keuangan Daerah |Beban
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD 237.563.800 45550.000 | 19,17 108.500.000 | 45,67 70.400.000 | 29,63 13.113.800 | 552
107.505.375 -| 0,00 103.835.875 | 96,59 3.669.500 | 3,41 - | 0,00
352.315.000 128.057.500 | 36,35 6.498.250 [ 1,84 51.680.000 | 14,67 166.079.250 | 47,14
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Prosentase nilai % 100 |Program Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Penyusunan Standar Harga 215.769.700 15.000.000 | 6.95 200.769.700 | 93,05 -1 000 - | 000

aset yang dapat Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah 113.700.000 17.137.500 | 1507 5237500 | 461 45.537.500 | 40,05 45.787.500 | 40,27

diamankan Inventarisasi Barang Milik Daerah 4.450.312.500 | 1.048.670.625 | 23.56 1.061.870.625 | 23,86 1.236.100.625 | 27,78 1.103.670.625 | 24,80

Pengamanan Barang Milik Daerah 2.578.131.000 599.993.000 | 23.27 905.012.500 | 3510 676.633.000 | 26,25 396.492.500 | 15,38
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang 38.400.000 20.680.000 | 53,85 8.860.000 | 23,07 2.000.000 | 5,21 6.860.000 | 17,86
Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan 998.698.000 194.634.000 | 19,49 534.511.700 | 53,52 204.672.800 | 20,49 64.879.500 | 6,50
Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan

B Milik D

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah 148.594,000 - | 0,00 260.000 [ 0,17 524,000 | 035 147.810.000 | 99,47
Kabupaten/Kof




CASCADING
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Periode 2018-2022

No Tujuan Sasaran
1. |Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ¢ dibidani Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keuangan Daerah
indikator | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Indikator Satuan | 2017 2018 2018 2020 2021 2022
Tujuan
Opini BPK 1=WTP, 1 1 1 1 1 1
2=WDP, Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan % 19,87 14,52 15,72 17,02 18,41 19,9
3=Disc.
50204 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
50204201 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 0420102 - Analisa dan Pajak Daerah serta Peny bijakan Pajak Daerah
No. Indikator Target Pengampu Anggaran Sub Bidang Penggalian dan Pengendalian
1. |Jumlah Peningkatan Realisasi 12.000.000.000 |Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian 3.038.770.300 No. Indikator Target Pengampu
Pajak rupiah
2 Jumlah Peningkatan Realisasi 12.000.000.000 |Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan 4.205.572.000 1. IKU  [Jumlah Produk Hukum yang Diterbitkan 13 produk hukum
' |Pajak ruplah 142.031.450
2. IKU__|Jumlah Rekon Pendapatan 4 kali
z IKP__|Penerbitan Produk Hukum 13 produk hukum _|Analis Laporan Keuangan
- IKP__|Pelaksanaan Rekon Pendapatan 4 kali Analis Laporan Keuangan
103 - yuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sub Bidang Penagihan
No. Indikator Target Pengampu
1. IKU__|Jumlah Pelaksanaan Gebyar Undian PBB P2 5 kali
2. IKU__|Jumlah Sosialisasi PBB P2 5 kali 2.093.152.000
IKP__|Pelaksanaan Gebyar Undian PBB P2 S kali Analis Penagihan
IKP__|Pelaksanaan Sosialisasi PBB P2 5 kali Pengadministrasi Penerimaan
5020420105 - Pend dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
No. Indikator Target Pengampu
1. IKU__|Jumliah Objek PBB P2 yang 60.000 objek pajak
- IKP__|Update Data Subjek & Objek PBB P2 10.000 objek pajak_| Pengadministrasi Umum
z IKP__|Update Data Subjek & Objek PBB P2 10.000 objek pajak_|Pengadministrasi Umum 2,720.580.000
- IKP__|Update Data Subjek & Objek PBB P2 10.000 objek pajak_|Pengadministrasi Umum
- IKP__|Update Data Subjek & Objek PBB P2 10.000 objek pajak_|Pengadministrasi Umum
- IKP__|Update Data Subjek & Objek PBB P2 10.000 objek pajak_|Pengadministrasi Umum
- IKP__|Update Data Subjek & Objek PBB P2 10.000 objek pajak_|Pengadministrasi Umum
5020420106 - lak Pemeliharaan, dan Pel Basis Data Pajak Daerah
Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
No. Indikator Target Pengampu
1; IKU__|Cetak Blanko DHKP PBB P2 1 paket
2 IKU__|Cetak Blanko SPPT PBB P2 1 paket 604.700.000
3. IKU__|Perpanjangan Orecle 1 lisensi
- IKP  |Pencetakan Blanko DHKP PBB P2 1 paket Pengelola Sumber Pendapatan
Asli Daerah
- IKP__|Pencetakan Blanko SPPT PBB P2 1 paket Analis Pendapatan Daerah
- IKP__|Pelaksanaan Perpanjangan Orecle 1 lisensi Bendahara
5020420107 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
Sub Bidang Penetapan
No. Indikator Target Pengampu
1. IKU  [Jumlah Objek Pajak PBB P2 yang Dinilai 1.200.000 objek
pajak
2. IKU__|Jumlah Objek Pajak yang Dinilai Secara Individu 5 objek pajak 246.300.000
IKP  |Ketepatan PBB Tahun Berjalan 1.200.000 objek | Pengadministrasi Umum
pajak
- IKP__|Ketetapan PBB yang Dinilai secara Individu Tahun 5 objek pajak Pengadministrasi Umum
5020420110 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
No. Indikator Target Pengampu
1. IKU [Jumlah Desa/Kelurahan yang Terdistribusi SPPT | 284 desa/kelurahan
dan DHKP
2. IKU  |Jumlah Kecamatan yang Terdistribusi SPPT dan 24 kecamatan
DHKP 633.992.000
3. IKU [Jumlah Objek Pajak yang Diteliti 32 objek pajak
- IKP  |Pendistribusian SPPT dan DHKP ke 57 desa/kelurahan |Analis Pendapatan Daerah
Desa/Kelurahan
- IKP  |Pendistribusian SPPT dan DHKP ke 57 desa/kelurahan |Bendahara

Desa/Kelurahan




2. IKU [Jumlah Peserta Bintek Pengelolaan Keuangan
Daerah 180 orang
190.869.750
- IKP  |Penyusunan SK Pengelola Keuangan dan SK 30 SK Analis Sistem Informasi
Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran
- IKP  |Pelak Pbintek P lolaan Keuangan 180 orang Analis Sistem Informasi
Daerah Pelaksanaan Anggaran
5020220111 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Sub Bidang Peny Anggaran dan Belanja Daerah
No. Indikator Target Pengampu
1l IKU__|Terlaksananya Rapat-Rapat TAPD 12 bulan 828.030.500
- IKP  |Persiapan Rapat TAPD yang Dilaksanakan 12 bulan Analis Sistem Informasi
Pelaksanaan Anggaran
50202202 - Koordinas! dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 5020220203 - P Pelal Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
No. Indikator Target Pengampu Anggaran Sub Bidang Belanja Modal, Belanja Transfer dan Pembiayaan
1. [Jumlah Penerbitan SP2D 7.000 lembar Bidang Perbendaharaan 441.907.900
No. Indikator Target Pengampu
1 IKU__[Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencairan Dana 169 dokumen 127.568.300
- IKP__|Pelaksanaan Pencairan Dana 85 dokumen Analis Perbendaharaan
- IKP__|Pelaksanaan Pencairan Dana 84 dokumen Pengadministrasi Umum
5020220205 - dinasi, Fasilitasi, i, Sinkronisasi, Supervisi, ing dan | P lol Dana
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
No. Indikator Target Pengampu 69.582.500
a. IKU _|Jumlah Dokumen Transfer Daerah dan Dana Desa 40 dokumen
- IKP__|Dokumen Transfer Daerah dan Dana Desa 20 dokumen Analis Perbendaharaan
- IKP__|Dokumen Transfer Daerah dan Dana Desa 20 dokumen Analis Perbendaharaan
5020220206 - Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunal dengan Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga gan Non Bank
Sub Bidang Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga
No. Indikator Target Pengampu
1. IKU__|Jumlah Peserta Pembinaan Bendahara Gaji 100 orang
2 IKU__|Terbayarnya Gaji Daerah se-Kabupaten Cilacap 12 bulan 244.,757.100
3. IKU__|Terbayarnya Gaji ke-13 se-Kabupaten Cilacap 1 bulan
4. IKU__|Terbayarnya Gaji ke-14 se-Kabupaten Cilacap 1 bulan
- IKP__|Pelaksanaan Pembinaan Bendahara Gaji 100 orang Analis Perbendaharaan
- IKP__|Terbayarnya Gaji Daerah se-Kabupaten Cilacap 12 bulan Pengadministrasi Keuangan
- IKP__|Terbayarnya Gaji ke-13 se-Kabupaten Cilacap 1 bulan Pengadministrasi Keuangan
- IKP__|Terbayarnya Gaji ke-14 se-Kabupaten Cilacap 1 bulan Pengadministrasi Keuangan
50202203 - dinasi dan & dan Pelaporan Keuangan Daerah 5020220302 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajlban,;l:nltas, Pend: Belanja Pembiay Pend LO dan
an
No. Indikator Target Pengampu Anggaran Sub Bidang Pelaporan
1. [Jumiah Dokumen Laporan 178 dokumen Bidang Akuntansi dan Pelaporan 763.073.175 No. Indikator Target Pengsmpu
Keuangan SKPD yang Diteliti
1 KU |Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekonsiliasi 17 dokumen 65.589.000
Laporan Pendapatan dan Belanja dengan SKPD
yang Disusun
- IKP | Dokumen Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan 6 dokumen Analis Laporan Keuangan
Pendapatan dan Belanja dengan SKPD yang Rekening Pemerintah Daerah
Disusun
- IKP | Dokumen Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan 6 dokumen Analis Laporan Keuangan
Pendapatan dan Belanja dengan SKPD yang kening Pemerintah Daerah
Disusun
- IKP | Dokumen Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan 5 dokumen Pengelola Akuntansi
Pendapatan dan Belanja dengan SKPD yang
Disusun
5020220304 - lidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sub Bidang Pelaporan
No. Indikator Target Pengampu
1. IKU  |Jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah
7 dokumen
daerah 237.563.800
- IKP  |Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Analis Laporan Keuangan
3 dokumen Rekening Pemerintah Daerah
g IKP | Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Analis Laporan Keuangan
2 dokumen §
Rekening Pemerintah Daerah
- IKP  |Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pengelola Akuntansi

2 dokumen




- IKP  |Pendistribusian SPPT dan DHKP ke 57 desa/kelurahan |Analis Pendapatan Daerah
Desa/Kelurahan
- IKP  |Pendistribusian SPPT dan DHKP ke 57 desa/kelurahan |Pengelola Sumber Pendapatan
Desa/Kelurahan Asli Daerah
- IKP  |Pendistribusian SPPT dan DHKP ke 57 desa/kelurahan |Pengelola Sumber Pendapatan
Desa/Kelurahan Asli Daerah
- IKP__[Pendistribusian SPPT dan DHKP ke Kecamatan 24 kecamatan | Analis Pendapatan Daerah
- IKP  |Penelitian Objek Pajak yang Diteliti 50 objek pajak | Pengelola Sumber Pendapatan
Asli Daerah
5020420111 - gihan Pajak Daerah
Sub Bidang F h
No. Indikator Target Pengampu
1 IKU__|Fasilitasi Pelaksanaan Bidang Hukum 5 kali
2 IKU__|Intensifikasi Pemungutan PBB P2 10 kali
3 IKU__|Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 12 kali rekon
4| IKU_[Tindak Lanjut Penagihan Pajak yang Tertagih 40 wajib pajak 252741.200
IKP | Pelaksanaan Fasilitasi Bidang Hukum 5 kali Analis Penagihan dan
Pengembalian
- IKP__|Pelaksanaan Intensifikasi PBB P2 10 kali Analis Keuangan
- IKP__|Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 12 kali rekon Analis Keuangan
- IKP__|Jumlah Waijib Pajak yang Ditindaklanjuti 40 wajib pajak __|Pengadministrasi Penerimaan
5020420113 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sub Bidang Penggalian dan Pengendalian .
No. Indikator Target Pengampu
i IKU__|Jumlah Objek Pajak Daerah yang Terperiksa 12 objek Pajak
2. IKU__[Jumlah Alat GPS Tracker 75 buah 550.845.650
3. IKU__|Jumlah Monitoring Perekaman Data 20 wajib pajak
- IKP  |Objek Pajak yang Terperiksa 12 objek Pajak __|Pengadministrasi Penerimaan
- IKP__|Pengadaan Alat GPS Tracker 75 buah Analis Laporan Keuangan
- IKP |Pelaksanaan Monitoring Perekaman Data 20 wajib gaiak Pengadministrasi Penerimaan
1=WTP,
Opini BPK 2=WDP, 1 1 1 1 1
3 = Disc.
50202 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
50202201 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 5020220101 - dinasi dan Peny KUA dan PPAS
No. Indikator Target Pengampu Anggaran Sub Bidang Peny Anggaran Pend dan Belanja Daerah
1. |Jumlah Dokumen Penganggaran |56 dokumen Bidang Anggaran 1.452,219.650
dan Dokumen Pengelolaan No. Indikator Target Pengampu
Keuangan
1 IKU __|Jumlah Dokumen KUA dan PPAS 4 dokumen 58.592.000
- IKP  |Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS 4 dokumen Pengolah Data Sistem Informasi
Pelaksanaan Anggaran
5020220102 - 'Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
No. Indikator Target P p
8 IKU__[Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan 4 dokumen 63.891.200
- IKP  |Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan 4 dokumen Pengolah Data Sistem Informasi
Pelaksanaan Anggaran
5020220107 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
Sub Bidang Peny Anggaran dan Belanja Daerah
No. Indikator Target Pengampu 168.101.200
1; IKU |Jumlah Dokumen Penyusunan APBD 10 dokumen
- IKP  |Penyusunan Dokumen APBD 10 dokumen Pengolah Data Sistem Informasi
Pelaksanaan Anggaran
5020220108 - Koordinasi dan Peny P Daerah Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan Penjabaran APBD
Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
No. Indikator Target Pengampu 142.735.000
2 IKU__{Jumlah Dokumen Penyusunan APBD Perubahan 8 dokumen
- IKP  [Penyusunan Dokumen APBD Perubahan 8 dokumen Pengolah Data Sistem Informasi
Pelaksanaan Anggaran
5020220109 - dinasi dan Peny lasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Sub Bidang Pengendalian Anggaran
No. Indikator Target Pengampu
1 IKU  [Jumiah SK Tindak Lanjut dan SK Pengelola
Keuangan 305K




5020220310 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Al

dan Pelaporan

Pemerintah Daerah

Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi

No. Indikator Target ;
s 1Y IKU  |[Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi 1 dokumen perbup
2. IKU  [Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Kebijakan 200 orang
Akuntansi
- IKP  |Dokumen Kebijakan Akuntansi 1 dokumen perbup |Analis Laporan Keuangan
- IKP  |Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kebijakan 40 orang Analis Laporan Keuangan
Akuntansi Rekening Pemerintah Daerah 107.505.375
- IKP  |Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kebijakan 40 orang Analis Laporan Keuangan
Akuntansi Rekening Pemerintah Daerah
- IKP  |Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kebijakan 40 orang Pengelola Akuntansi
Akuntansi
- IKP  [Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kebijakan 40 orang Pengadministrasi Keuangan
Akuntansi
- IKP  |Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Kebijakan 40 orang Analis Laporan Keuangan
Akuntansi
5020220311 - Pemtk Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungja Pemerintah Kabup /Kota
Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi
No. Indikator Target Pengampu
1 IKU__|Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Disusun 95 laporan
2. IKU  [Jumlah Peserta Bintek Penyusunan Laporan 215 orang
Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan
Keuangan SKPD Penggunaan Aplikasi Baru
- IKP  |Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 19 laporan Analis Laporan Keuangan
Rekening Pemerintah Daerah
- IKP  |Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 19 laporan Analis Laporan Keuangan
Rekening Pemerintah Daerah
- IKP__[Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 19 laporan Pengelola Akuntansi
- IKP__|Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 19 laporan Pengadministrasi Keuangan 352,315,000
- IKP__|Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 19 laporan Analis Laporan Keuangan
- IKP  [Pelaksanaan Bintek Penyusunan Laporan 43 orang Analis Laporan Keuangan
Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan Rekening Pemerintah Daerah
Keuangan SKPD Penggunaan Aplikasi Baru
- IKP  |Pelaksanaan Bintek Penyusunan Laporan 43 orang Analis Laporan Keuangan
Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan Rekening Pemerintah Daerah
Keuangan SKPD Penggunaan Aplikasi Baru
- IKP  |Pelaksanaan Bintek Penyusunan Laporan 43 orang Pengelola Akuntansi
Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan
Keuangan SKPD Penggunaan Aplikasi Baru
- IKP  |Pelaksanaan Bintek Penyusunan Laporan 43 orang Pengadministrasi Keuangan
Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan
Keuangan SKPD Penggunaan Aplikasi Baru
- IKP  |Pelaksanaan Bintek Penyusunan Laporan 43 orang Analis Laporan Keuangan
Keuangan Akhir Tahun dan Penatausahaan
Keuangan SKPD Penggunaan Aplikasi Baru
Prosentase Nilai Aset yang Diamankan | % [ 75 80 I 85 I 90 1 95 100
50203 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
50203201 - Pengelolaan Barang Milik Daerah 5020320101 - Penyusunan Standar Harga
No. Indikator Target Pengampu Anggaran Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemindahtanganan Aset
1. |Jumlah Dokumen Laporan 685 dokumen Bidang Aset Daerah 8.543.605.200
Aset/Barang Milik Daerah No. Indlkator Target Pengampu 215.769.700
1. IKU__|Jumlah Peraturan Bupati tentang SSH dan ASB 2 perbup
- IKP  [Penyusunan Peraturan Bupati tentang SSH dan 2 perbup Pengelola Bahan Perencanaan
ASB
5020320105 - F haan Barang Milik Daerah
Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah
No. Indikator Target Pengampu 113.700.000
1. IKU [Jumlah Laporan BMD 358 laporan
- IKP  |Tersedianya Laporan BMD 358 laporan Pengadministrasi Keuangan




5020320106 - isasi Barang Milik Daerah
Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah
No. Indikator Target Pengampu 4.450.312.500
1 IKU__|Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD 1 dokumen
- IKP__|Penyusunan Dokumen Inventarisasi BMD 1 dokumen Pengadministrasi Keuangan
5020320107 - Peng: Barang Milik Daerah
Sub Bidang Pendayag dan P Aset Daerah
No. Indikator Target Pengampu
1. IKU__|Asuransi Gedung Pemerintah 60 gedung
2 IKU__|Asuransi Kendaraan Dinas 60 unit
3. IKU__|Bidang Tanah yang Dipasang Patok 30 bidang
4, IKU  |Jumlah Sertifikat Tanah Pemda Kabupaten Cilacap 400 sertifikat 2.578.131.000
- IKP  |Pembayaran Asuransi Gedung Pemerintah 60 gedung Analis Aset Negara
- IKP__|Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas 60 unit Analis Aset Negara
- IKP__|Pemasangan Patok Eda Bidang Tanah 30 bidang Pengadminstrasi Umum
- IKP  |Data Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemkab 200 sertifikat Analis Aset Negara
yang akan Disertifikatkan
- IKP  |Data Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemkab 200 sertifikat Pengadministrasi Umum
yang akan Disertifikatkan
5020320109 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Bidang Pendayag dan F Aset Daerah
No. Indikator Target Pengampu
) IKU  Jumlah SK Bupati tentang Pemindahtanganan 135K 38.400.000
Barang Milik Daerah
- IKP  [SK Bupati tentang Pemindahtanganan Barang 138K Pengelola Bahan Perencanaan
Milik Daerah
5020320110 - Optimalisasi Penggunaan Pemindat P han dan Penghap Barang Milik
Daerah
Sub Bidang Pendayag dan P Aset Daerah
No. Indikator Target Pengampu
pis IKU  [Jumlah Gedung Olahraga dan Rumah Dinas yang
Terpelihara dan Rehab 21 gedung 998.598.000
- IKP  [Pemeliharaan Gedung Olahraga dan Rumah Dinas 15 gedung Pengadministrasi Umum
- IKP  [Pemeliharaan Gedung Olahraga dan Rumah Dinas 6 gedung Pengadministrasi Umum
5020320113 - Pemt Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Sub Bidang haan Aset Daerah
No. Indikator Target Pengampu
b 18 IKU  |Jumlah Pengurus Barang yang Mengikuti 240 orang 148.594.000
Pembinaan
- IKP  [Pelaksanaan Pembinaan Pengurus Barang 240 orang Pengadministrasi Keuangan
Sasaran §
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Indikator | satuan | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020 | 2021 2022
Nilai AKIP SKPD | nNilai | 73 74 | 75 76 | 76,5 77
50201 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
50201201 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5020120101 - Peny Dol P P kat Daerah
No. Indikator Target Pengampu Anggaran Sub Bagian Perencanaan
1. |Jumlah Dokumen Perencanaan, |22 dokumen Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan 38.812.500
Penganggaran dan Evaluasi Keuangan dan Aset Daerah No. Indikator Target Pengampu
Kinerja Perangkat Daerah 24.187.500
1. IKU _|Jumlah Dokumen Rencana Kerja 3 dokumen
- IKP  [Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 3 dokumen Penyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Sistem dan Metoda
5020120107 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Bagian Perencanaan
No. Indikator Target Pengampu
14.525.000
1. IKU  [Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat 4 dokumen
Daerah
- IKP  [Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat 4 dokumen Penyusun Rencana Kegiatan dan

Daerah

Anggaran




Nilai SKM | Poin | 765 | 77 | 78 | 78,5 | 79 79,5
50201 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
50201202 - A asi Keuangan Perangkat Daerah 5020120201 - Peny Gaji dan T ASN
No. Indikator Target Pengampu Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. |Tersedianya Administrasi 14 bulan Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan 23.500.555.085
Keuangan Perangkat Daerah Keuangan dan Aset Daerah No, Indikator Target Pengampu 23.500.555.085
1. IKU__|Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan
- IKP__|Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan Analis Organisasi
50201206 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5020120602 - Penyedi | dan Perlengkapan Kantor
No. Indikator Target Pengampu Anggaran Sub Bldang Umum dan Kepegawaian
1. |Tersedianya Administrasi Umum |12 bulan Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan 1.984.183.700
Perangkat Daerah Keuangan dan Aset Daerah Ne: Indikator Target Pangampy
1. IKU  |Tersedianya ATK dan Peralatan Perlengkapan 12 bulan
Kantor 219.830.700
- IKP | Data Kebutuhan Jenis dan Jumlah Alat Tulis 12 bulan Pengadministrasi Umum
Kantor, serta Data Kebutuhan Jenis dan Jumlah
Peralatan Gedung Kantor
- IKP  |Penyediaan ATK dan P Perlengkap 12 bulan Pengadministrasi Umum
Kantor
5020120604 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
No. Indikator Target Pengampu
1. IKU |Tersedianya Makanan dan Minuman Harian 12 bulan
Pegawai, Rapat, dan Tamu 640.290.000
- IKP  |Data Kebutuhan Makan dan Minum Harian 12 bulan Penyusun Laporan Keuangan
Pegawai, Rapat, dan Tamu
- IKP  |Penyediaan Makanan dan Minuman Harian 12 bulan Penyusun Laporan Keuangan
Pegawai, Rapat, dan Tamu
5020120605 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
Sub Bagian Perencanaan
No. Indikator Target Pengampu
1. IKU |Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan
324.047.000
. IKP  |Data Kebutuhan Jenis dan Jumlah Barang Cetakan 12 bulan Pengadministrasi Umum
dan Penggandaan
- IKP  |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan Pengadministrasi Umum
5020120609 - yelenggaraan Rapat Koordinasi dan Itasi SKPD
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
No. Indikator Target Pengampu
1. IKU |Tersedianya Biaya Rapat Koordinasi dan 12 bulan 800.016.000
Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah
- IKP  |Data Permohonan dan Undangan Mengikuti 12 bulan Pengadministrasi Umum
Keglatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
50201207 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5020120701 - P d: d: Per gan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
No. Indikator Target Pengampu Anggaran Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemindahtanganan Aset
1. |Jumlah Pengadaan Barang Milik |825 unit Bidang Aset Daerah 11.036.027.650! No. Indikator Target Pengampu
Daerah
1 IKU__|Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Boks 2 unit
2 IKU__|Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 3 24 unit
3. IKU [Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda 33 unit i
Motor
4. IKU  |Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Station 14 unit
Wagon 7.030.978.450
- IKP__|Data Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Boks 1 dokumen Pengelola Bahan Perencanaan
z IKP__|Data Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 3 1 dokumen Pengelola Bahan Perencanaan |
- IKP__|Data Pengadaan Kendaraan Dinas Sepeda Motor 1 dokumen Pengelola Bahan Perencanaan
- IKP__|Data Pengadaan Kendaraan Dinas Station Wagon 1 dokumen Pengelola Bahan Perencanaan
- IKP  |Penyiapan P d d Dinas Mobil 2 unit Pengelola Bahan Perencanaan
Boks
- IKP__|Penyiapan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 3 24 unit Pengelola Bahan Perencanaan
- IKP  [Penyi Pengadaan } Dinas Sepeda 33 unit Pengelola Bahan Perencanaan
Motor
- IKP  |Penyi Py )} ! Dinas Station 14 unit Pengelola Bahan Perencanaan

Wagon




P d Mebel

Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan fahtang Aset
No. Indikator Target
1. IKU [Jumlah Pengadaan Filling Kabinet 64 buah
2 IKU  |Jumlah Pengadaan Kursi Pejabat 47 buah
3 IKU__|Jumlah Pengadaan Kursi Rapat Susun Besi 936 buah
4. IKU__|Jumlah Pengadaan Meja Kerja Staf 85 buah 1.595.578.700
8 IKU__|Jumlah Pengadaan Meja Rapat 1 unit
6. IKU__|Jumlah Pengadaan Meja Staf Partisi 72 buah
48 IKU__|Jumlah Pengadaan Sofa 23 set
- IKP__|Penyiapan Pengadaan Filling Kabinet 64 buah Pengadministrasi Umum
- IKP__|Penyiapan Pengadaan Kursi Pejabat 47 buah Pengadministrasi Umum
IKP__|Penyiapan Pengadaan Kursi Rapat Susun Besi 936 buah Pengadministrasi Umum
- IKP__|Penyiapan Pengadaan Meja Kerja Staf 85 buah Pengadministrasi Umum
- IKP__|Penyiapan Pengadaan Meja Rapat 1 unit Pengadministrasi Umum
- IKP  |Penyiapan Pengadaan Meja Staf Partisi 72 buah Pengadministrasi Umum
- IKP  |Penylapan Pengadaan Sofa 23 set Pengadministrasi Umum
5020120706 - d Peral dan Mesin Lainnya
Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan dohi Aset
No. Indikator Target Pengampu
1. IKU__|Jumlah Pengadaan AC Split 81 unit
2, IKU__|Jumlah Pengadaan AC Standing Floor 6 unit
3. IKU__JJumlah Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 45 unit
4. IKU__|Jumlah Pengadaan Mesin Potong Rumput 2 unit
5. IKU__|Jumlah Pengadaan Mesin Scanner 31 unit
6. IKU |Jumlah Pengadaan Notebook/Laptop 26 unit
1. IKU__|Jumlah Pengadaan Personal Computer (PC) 40 unit 2.409.470.500
8. IKU__[Jumlah Pengadaan Printer 61 buah
9, IKU__Jumlah Pengadaan Tablet 3 unit
- IKP__|Penylapan Pengadaan AC Split 81 unit Pengadministrasi Keuangan
- IKP__|Penyiapan Pengadaan AC Standing Floor 6 unit Pengadministrasi Keuangan
= IKP__|Penylapan Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 45 unit Pengadministrasi Keuangan
- IKP__|Penyiapan Pengadaan Mesin Potong Rumput 2 unit Pengadministrasi Keuangan
- IKP__|Penyiapan Pengadaan Mesin Scanner 31 unit Pengadministrasi Keuangan
- IKP__|Penylapan Pengadaan Notebook/Laptop 26 unit Pengadministrasi Umum
- IKP__|Penyiapan Pengadaan Personal Computer (PC) 40 unit Pengadministrasi Umum
- IKP__|Penyiapan Pengadaan Printer 61 buah Pengadministrasi Umum
- IKP__|Penyiapan Pengadaan Tablet 3 unit Pengadministrasi Umum
5020120802 - Penyediaan Jasa k ber Daya Air dan Listrik
50201208 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
No. Indikator Target Pengampu Anggaran No. Indikator Target Pengampu
1. |Tersedianya Jasa Penunjang 12 bulan Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan 26.751.832.800 1. IKU |Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, 12 bulan
Urusan Pemerintahan Daerah Keuangan dan Aset Daerah dan Listrik
- IKP | Data Tagihan Listrik, Air dan Telepon Kantor 12 bulan Penyusun Laporan Keuangan
BPPKAD Kabupaten Cilacap 24.727.295.000
- IKP  |Data Tagihan/Invoice Penerangan Jalan Umum 12 bulan Penyusun Laporan Keuangan
{PJU) dari ULP Wangon, ULP Ajibarang dan UP3
Cilacap
- IKP  |Pembayaran Listrik, Air, dan Telepon Kantor 12 bulan Penyusun Laporan Keuangan
BPPKAD Kabupaten Cilacap
= IKP  |Pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) dari 12 bulan Penyusun Laporan Keuangan
ULP Wangon, ULP Ajibarang, dan UP3 Cilacap
5020120804 - y Jasa y Umum Kantor
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
No. Indikator Target Pengampu 2.024.537.800
1. IKU |Terbayarnya Jasa Pelay Umum Kantor 12 bulan
- IKP__|Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan Bendahara
5020120804 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
50201209 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Bagian Umum dan K i
No. Indikator Target Pengampu Anggaran
No. Indikator Target Pengampu
1. [Jumlah Barang Milik Daerah yang |349 unit k is Badan Pendapatan P 902.463.905 L IKU |Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Dua 57 unit
Terpelihara Keuangan dan Aset Daerah
2. IKU |Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat 18 unit 426.821.155




Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Satuan | Target Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran RP % RP % RP % RP %
T T T T T T T T
2. |Meningkatnya akuntabilitas |Nilai AKIP SKPD Nilai 77 |Program Penunjang Urusan |Perencanaan, Penganggaran, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.187.500 3.287.500 | 13,59 -| 0,00 20.900.000 | 86,41 -1 0,00
perangkat daerah Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat
K Evaluasi Kinerja Perangkat Daeral 14.625.000 1.625.000 | 11.11 -1 000 13.000.000 | 88,89 -1 000
Nilai SKM Poin 79,5 |Program Penunjang Urusan |Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.500.555.085 | 5.712.467.593 | 24,31 6.411.212.845 | 27,28 5.688.437.324 | 24,21 5.688.437.323 | 24,21
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat  |Penvediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 219.830.700 35.163.165 | 16.00 62.917.695 | 2862 83.802.800 | 38,12 37.947.040 | 1726 |
Daerah Pel iaan Bahan Logistik Kantor 640.290.000 128.030.000 | 20.00 224.109.000 | 35.00 160.117.000 | 25,01 128.034.000 | 20,00
Penvyedi al Cetakan dan Penggandaan 324.047.000 66.824.250 | 2062 66.824.250 | 20,62 116.824.250 | 36,05 73.574.250 | 22,70
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800.016.000 159.905.000 | 19,99 280.006.000 | 35,00 200.100.000 | 25,01 160.005.000 | 20,00
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan 24.727.295.000 | 6.175.473.750 | 2497 6.175.473.750 | 24,97 6.175.473.750 | 24,97 6.200.873.75D | 25,08
Urusan Pemerintahan Daerah istri
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.024.537.800 496.184.450 | 24,51 535.984.450 | 26,47 496.184.450 | 2451 496.184.450 | 2451
Pengadaan Barang Milik Daerah |Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7.030.978.450 | 5.042.125.000 | 71,71 1.466.869.950 | 20,86 521.983.500| 7,42 - | 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Pengadaan Mebel 1.595.578.700 -1 000 178.437.600 | 11,18 1.417.141.100 | 88,82 -1 000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.409.470.500 424.500.000 | 17,62 896.983.700 | 37.23 1.087,986.800 | 45.15 - | 000
Pemeliharaan Barang Milik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 426.821.155 106.705.300 | 25,00 106.705.300 | 25,00 106.705.300 | 25,00 106.705.255 | 25,00
Daerah Penunjang Urusan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Pemerintahan Daerah |Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95,460,000 19.089.000 | 20,00 33.411.000 | 35,00 23.865.000 | 25,00 19.095.000 | 20,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 345.182.750 49.208.000 | 14,26 185.544.750 | 53,75 61.380.000 | 17,78 49.050.000 | 14,21
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 35.000.000 6.750.000 | 19,29 13.070.000 | 37,34 8.436.000 | 24,10 6.744.000 | 19,27
Pendukung Geduna Kantor atau Bangunan Lainnva.
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= IKP  |Data Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 57 unit Pemgadministrasi Umum
BPPKAD Kabupaten Cilacap

- IKP  |Penyiapan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 57 unit Pemgadministrasi Umum
Operasional Roda Dua BPPKAD Kabupaten
- IKP  |Data Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat 18 unit Pemgadministrasi Umum
BPPKAD Kabupaten Cilacap
- IKP  |Penyiapan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 18 unit Pemgadministrasi Umum
Operasional Roda Empat BPPKAD Kabupaten
5020120906 - Pemeliharaan Peral dan Mesin Lainnya

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No. Indikator Target Pengampu
95.460.000
1. IKU [Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya 134 unit
- IKP  |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 134 unit Pengadministrasi Umum
BPPKAD Kabupaten Cilacap
5020120909 - Pemeliharaan/Rehabllitasi Gedung Kantor dan Lainnya
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
No. Indikator Target Pengampu
1 IKU__|Rehab Gedung Pendopo BPPKAD 1 gedung 245,588.000
2 IKU__|Terpeliharanya Gedung Kantor BPPKAD 7531 M2
IKP__|Pemeliharaan/Rehab Gedung Pendopo BPPKAD 1 gedung Bendahara
- IKP  |Pemeliharaan Gedung Kantor BPPKAD Kabupaten 7531 M2 Bendahara
Cilacap
5020120911 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pendul dung Kantor atau B Lainnya
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
No. Indikator Target Pengampu 351000000
1. IKU |Terpelih ya Perlengk Gedung Kantor 140 unit
- IKP  |Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 140 unit Penyusun Laporan Keuangan

BPPKAD Kabupaten Cilacap
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TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)
Periode 2018 - 2022

Tahun Anggaran 2022

No.

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Triwulan

Target

Realisasi

Prosentase

KET

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan di Bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Opini BPK

Satuan

Target
Tahunan

WTP = 1; WDP = 2; Disc. = 3

1

\'

Faktor Penghambat : -

Faktor Pendorong : 1. Telah dibentuknya sistem
pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang
terdiri dari 5 (lima) komponen antara lain lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian,
informasi dan komunikasi, serta pengadaan pada masing-
masing SKPD 2. Laporan keuangan pemerintahan daerah
yang disusun sudah mengacu standar akuntansi pemerintah
dan sudah memenubi kriteria pemeriksaan berupa
pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan,
pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang- undangan dan pelaporan tentang pengendalian
internal.

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan
Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Total

Pendapatan

3,73

3,78

101,34

- Satuan

Target
Tahunan

%

19,9

6,23

6,47

100

5,04

4,75

94,25

49

6,24

127,35

Faktor Penghambat : -

Faktor Pendorong : 1. Adanya BUMD sebagai
penyumbang Pendapatan Asli Daerah. 2. Adanya kebijakan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap terkait
pelaksanaan pemungutan PAD. 3. Sistem reward yang
diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan
penerimaan PAD,

Opini BPK .

- Satuan

Target
Tahunan

|1=WTP, 2=WDP,

3 = Disc.

Faktor Penghambat : -

Faktor Pendorong : 1. Telah dibentuknya sistem
pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang
terdiri dari 5 (lima) komponen antara lain lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian,
informasi dan komunikasi, serta pengadaan pada masing- .
masing SKPD 2. Laporan keuangan pemerintahan daerah
yang disusun sudah mengacu standar akuntansi pemerintah
dan sudah memenuhi kriteria pemeriksaan berupa
pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan,
pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang- undangan dan pelaporan tentang pengendalian
internal.

Prosentase Nilai Aset yang Dapat

Diamankan

Satuan

Target
Tahunan

%

100

100

81,9

819

Faktor Penghambat : 1. Masih banyak tanah dan
bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum
bersertifikat 2. Sumber daya manusia pengurus barang pada
OPD memiliki keterbatasan kapasitas secara pengetahuan
dan sering terjadi mutasi pindah/jabatan.

Faktor Pendorong : 1. Ketersediaan anggaran yang
memenuhi/mencukupi dalam rangka pensertifikatan tanah
milik/dalam penguasaan Pemkab 2. Adanya reward yang
cukup kepada pengurus barang OPD sehingga adanya
minat untuk menjadi pengurus barang OPD




No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Triwulan Target | Realisasi | Prosentase KET
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat | njiai AKIP Faktor Penghambat : 1. Pengumpulan data kinerja masih
Daerah sering terlambat dan masing-masing ‘unit kerja belum ada
Satuan Target | 0 0 0 kesadaran menyajikan data kinerja sebelum diminta untuk
Tahunan pembuatan laporan 2. Hasil pengukuran kinerja belum
Nilai 77 dimanfaatkan untuk pemberian reward dan punishment.
Faktor Peridorong : 1. Target kinerja telah disusun dengan
0 - 76.8 09.74 baik dan terukur; 2. Kegiatan-kegiatan yang disusun pada
' ! dokumen Renstra mendukung capaian indikator kinerja 3.
- Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
1 0 0 0 dan berkelahjutan
v 0 0 0
Nilai SKM Faktor Penghambat : 1. Waktu pelayanan dan penanganan
pengaduan pelayanan yang masih lambat 2. Sistem,
Target ! 0 0 0 mekanisme, dan prosedur pelayanan yang dirasakan
Satuan Tahunan masyarakat masih berbelit-beli.
Faktor Pendorong : 1. Penambahan sarana prasarana
Poin 795 Il 0 0 0 dalam rangka mendukung upaya peningkatan pelayanan 2.
Pelayanan pajak yang bebas biaya.
1] 0 0 0
\Y 795 83,53 105,07

NIP. 19650108 198903 1 009




BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)

PENGUKURAN KINERJA

Periode 2018 - 2022
Tahun Anggaran 2022

No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi | Prosentase
1 [Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Opini BPK WTP = 1; WDP = 2; 1 1 100%
Pemerintahan di Bidang Pendapatan, Disc. =3 0
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah i i .
g g Meningkatnya Kuahtas Renyetenggaraan Prosentase PAD terhadap Total % 19,9 21,24 106.73%
Keuangan Daerah Pendapatan
- 1=WTP, 2 = WDP ;
' ' 100%
Opini BPK 3 = Disc. 1 1 o
Prosentgse Nilai Aset yang % 100 81,90 81.60%
Dapat Diamankan
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Nilai AKIP Nilai - 76,80 99,74%
Daerah
Nilai SKM Poin 79,5 83,53 105,07%
Cilacap, Desember 2022

Al
A

AN PENDAPATAN
PARVASET DAERAH

WARSONO, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009




LAPORAN CAPAIAN SASARAN DAN ANGGARAN
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)

Periode 2018 - 2022
Tahun Anggaran 2022 Bulan Desember

i Kinerja Keuangan
No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan / Rumus Program
Realisasi (%) Pagu Realisasi (%)
1 |Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan = = CETL AC -
Keuangan 3’;‘emh Yol Opini BPK 1 5 :Vgi':é_zl Ag"sgp-; cEIL A 1 100% E?egr;ah’“ Pengelolaan Keuangan 8.055.602.175 |  7.684.433.508 |9539%
Prosentase PAD terhadap Total o, |Program Pengelolaan Pendapatan o,
Pendapatan % / SUM 21,24 106,73% b 14.046.285.400 10.727.260.758 | 76,37%
Prosentase Nilai Aset yang ' ., |Program Pengelolaan Barang Milik o
Dapat Diamankan % / ABS4 819 81,90% Daerah 10.288.895.200 8.407.419.254 |81,71%
2 |Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Nl AKIP Nilai / ABS2 " . e
Daerah ilai ilai 8y g : ; )
Prograin Fueninjsng Leican 137.564.876.244 | 126.740.714.250 |92,13%
i Pemerintahan Kabupaten/Kota
Nilai SKM Poin / ABS4 79,5 83,53 105,07%

Cilacap, Desember 2022

Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009




CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)

Tahun 2022
Indikator Sasaran Triwulan | Triwulan Il Triwulan 1l Triwulan IV
Sasaran Anggaran Target Realisasi Target Realisasi Target Realisas| Target Realisasi
Ket Target
®) | o ®) | ™ ®Re) | n ®e) | n (Rp) ) ®e) | (Rp) [ e ®p) | e
M llitas Daerah |Nilai AKIP 77 Nilai
Program Kerja (Program - Keglatan - SubKeglatan)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 137.664.876.244 30.101.106.464 | 28.42 21,881.294,670 20.854.936.240 | 21,68 54.268.574.022 34,126.763.198 | 24.81 83.666,286.184 | 34.683.070.342 | 26.21 126.740.714.250
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.812.500 4.912.500 | 12.86 - 0 2.767.400 | 33.800.000 | 87.34 36.657.400 - 0 37.629.900.00
5020120101 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.187.500 3,287,500 | 13,59 - 13,59 1.340.900 20.800.000 100 22.240.900 - 100 23.113.400
5020120107 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.625.000 1,625,000 | 11.11 - 11.11 1.416.500 | 13.000.000 100 14.416.500 - 100 14.416.500
A g gkat Daerah 24,383.881,367 8.804.127.967 | 3620 4.670.561.204 6.875.732.375 | 27.38 10.266.1980.442 8.083.240.300 | 24.54 16.483,618.197 | 78.67 3.120.780.626 | 128 22,643,347 862
#020120201 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22,617.228.803 8,604,127.967 | 3529 4,670.561.204 8675732375 | 62,66 10,265,190,442 5982240309 | 87.2 15.463,618.197 | 3.120,780.626 | 100 22.643.347.862
Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.893.183.700 380.922.415 | 20,8 323.761.172 633,866,945 | 33.48 803,160,886 502.901.300 | 26,58 1.264.370.482 | 368,503.040 | 19.36 1,847.479.740
5020120602 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 245,830,700 36,163,165 | 18.14 17,048,900 62917.605 | 0.6 63,664,320 56.134.800 | 8059 129.020.040 37,615,040 | 100 181.767.010
£020120604 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40,290,000 128,030.000 | 20 121.772.150 224109000 | 55 262.023.900 180.117.000 | 80 469.531.200 128,034,000 | 100 636.879.850
5020120805 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 389.047.000 66824250 | 258 44.800.400 66.824.250 | 5159 79.882.100 84.540.500 | 84.23 162.672.000 40.849.000 100 233.363.800
5020120609 - Penyelenggaraan Rapat Koordinas| dan Konsultasi SKPD 800.016.000 159.906.000 | 19,99 140.139.722 280,008,000 | 54,99 287,600,568 200.100.000 80 503.147.242 160.008.000 | 100 796.469.080
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.409.203.850 3.660.968,000 | 26.4 401.844.400 | 279 4,044.518.800 3.694.720.000 | 25.84 6.078.799.700 | 6.852.872.850 | 48.17 12,214,903, 286}
8020120701 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7,612,420.950 3,647.466,000 | 5,69 2,986.500 | 58,74 3,667,482.500 1.540.480.000 | 79.26 4,380,462.500 1,368,633.450 | 100 5.763.157.417
6020120706 - Pengadaan Mebel 853,349,100 - 0 - 0 - 1.230.896.200 | 52.65 435.933.900 | 1.108,912.100 | 100 2.268.933.139
5020120706 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -702.918,600 12.500.000 | 0.23 : 398.657.900 | 7.45 387,033.300 923.374.700 | 2417 1.282.413.300 | 4,187,327.000 | 100 4.182.812.730
Y Jasa Urusan Daerah 26.826.832.800 6.872.208.200 | 24.87 5.835.088,234 8.711:458.200 | 25.02 11.804.5561.928 6.682.286.200 | 24,83 18.396.424.675 6.780.880.200 | 26.28 25.545.500.665
5020120802 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24,662.295,000 6.175.473.750 | 24.91 5.652.081.730 6.175.473.750 | 49.82 11,216.500.372 6.156.301.750 | 7468 17.407.847.567 6.285.045.750 | 100 23.885.844.451
5020120804 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.014,537.800 496.734.450 | 24.42 183,004,504 635.984.450 | 50,76 588.051.556 505.984.450 | 75.63 987.677.108 496,834,450 | 100 1.669.656.214
Pemeliharaan Barang Milik Daerah g Urusan Daerah 1,230.523.905 219.418.150 | 17.83 ¢ 404.776.200 | 32.80 323.110.5685 186.832.800 | 16.1 604,372,628 420,408.765 | 34,17 1.081.595.672
g?:f;i‘fgl’e; lliny Dln::j:n:a bl Sayap AR Pajak Kandaraan Parorarigan 305,821,156 136,705,300 | 24.95 169,205,300 | 55,84 194,250,565 101,080.300 | 74.29 304.434.628 140,830.265 | 100 479037672
5020120906 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.650.000 26.752.850 | 23,01 36.956.150 | 54,79 30.980.000 21.842.500 | 73.67 63.405.000 30,618.500 | 100 101.820.000
5020120909 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 145.182.750 49.208.000 | 9.03 185.544.750 | 43,06 94,130.000 61.380.000 | 54.32 222.083.000 249.050.000 100 481.288.000
.’;0?"01‘]2'10‘9; :_;'::n;allhlmanlﬂehabllhsl Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 48.750.000 6.750.000 | 31.76 13,070,000 | 9327 3,750,000 1.430.000 | 110.74 14.450.000 R 100 19.450.000
i o BN K M
|Program Kerja (Program - Keg| - £ a
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 8,066.802.178 1.113.891,000 | 13.83 494.486.868 2.048,846.250 | 26.43 1.848.007.868 3.428,186.025 | 42.56 3.459.789.768 | 78, 1.464,678.900 | 18.18 7.684.439.608
dan Peny Anggaran Daerah 1.480.219.850 288.398.000 | 19.48 119.763.200 399.746.250 | 27.01 402,214,400 520.617.180 | 35,37 591.869.400 | 268.488.250 | 18.14 1.407.996.800
5020220101 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 58.592.000 - [+] - - 0 - 58.502.000 100 17.418.000 - 100 53.058.000
5020220102 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 63.891.200 - 0 - - 0 - 63.891.200 100 23.536.500 - 100 58.563.000
g‘i‘::ﬁo;g;'n:":;:;:;:'::’Lﬁ;’g“’”"‘"‘ Feraturan Destah tertang APED dan Rerutiiran Kepale 188.702.400 69.450.000 | 47.08 62,046,000 - | 4708 62.046.000 48.850.000 | 802 104.088.000 29,200,000 | 100 143,346,000
iii‘zﬁ::;m‘:ﬂ::’g:;:;:‘:‘”;‘;?::a::;’:‘;":)m°"h rieng PeroRianARBD:can Eersuran 122,133,800 . 0 - - 0 . 134.136.200 | 82.12 41.433.000 20,200,000 | 100 169.064.500
5020220109 - dan Peny gulasi serta Kebijakan Bidang Angg 190.869,750 4185750 [ 2.19 11.371.400 186.684.000 | 100 98,322,200 - 100 108,271.300 | - 100 183.933.650
5020220111 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 800.030.500 214.762.260 | 25.09 46.335.800 213.062.250 | 49.98 241,846.200 218.147.760 | 75.48 297.122.600 | 210.058.250 100 810.031.650
dan Per Daerah 441.907.900 35.180.000 | 7.96 20.733.200 162.582.500 | 36.79 101.854.100 | §6.47 203,670.400 | 46.07 276.991.600 | | 40,675.000 | 9.18 429.842.000)
5020220203 - Penyiapan, 1 F dan P Anggaran Kas dan SPD 127.668.300 12502500 | 9.87 5.875.000 55.673.800 | 5351 18.349.200 | 6213 59.302.000 | 100 69.544.200 - 100 124,251,600
?ﬁ‘g;ﬂi‘mm pe”m‘;:;?g:"an kel Laln#’yf””"’"" canEvalusel 60.582.500 5500000 | 7.9 1.905.000 38.800.000 | 6367 14.162.000 | 6258 25282500 | 100 41.161.000 . 100 66.193.000
ﬁf@:ﬁ;::;:";ﬁ&’;:?:;;:" ::i:::’;‘::;:.:’n"‘;m“’“ TrsnusksiNoh. Toal denpar 244.757.100 17.087.500 | 6.98 12.963.200 68.108,700 | 3481 69,352,900 118.885.900 | 83.42 176,286,400 40575000 [ 100 239.397.400
inasi dan A dan Pelaporan K Daerah 763.073.176 47.719.000 | 6.25 24.342.556 120.620.000 | 15.81 45.267.450 416,641,125 | 54,48 284.402.256 179.193.080 | 23.48 723,639.036
?;i‘;iiﬁﬁ_}_g’:::ﬂ:;:‘" Vorfias! Avet. » Ekultas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, 65,689,000 2160000 | 33 : 5120000 [ 11.1 2.503.000 58.400.000 | 100 61.573.900 . 100 65.583.880
g';i?:ﬁ(’w - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah 237.663.800 46.550.000 | 19.17 24.342.556 108.500.000 | 64,85 42.764.456 n 70.400.000 | 94.48 170.962.356 13113800 | 100 236.282.556
s Fenyuaunhan Sietein dan; FToeedur Aumanas dan Baiap gan ementiah 107.505.375 - 0 - 2000000 | 1.86 5 105505376 | 100 s 100 95.357.400
5020220311 - F 1 Akuntansi, F dan Pertar Pemerintah Kabupaten/Kota 352.315.000 . 0 s 5000000 | 1.42 - 181.235.750 | 52.86 51.876.000 166.079.250 | 100 326.415.200
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 10.288.896.200 1.887.794.325 | 18.35 226.371.244 2.500.216.925 | 24.3 1.799.586.238 2.617.733.425 | 25.44 3.822.158.068 | 3.283.150.625 | 31.91 8.407.419.254
Pengelolaan Barang Milik Daerah 10.288.896.200 1.887.794.325 | 18.35 225.371.244 2.500.218.925 | 24.3 1.799.586.238 2.617.733.425 | 25.44 3.822.158.068 | | 3.283.150.525 | 31.91 8.407.419.254)




Indikator Sasaran Triwulan | Triwulan Il Triwulan Il Triwulan IV
No. Sasdran Ket Target Anggaran Target Reallsasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisas!
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp)

5020320101 - Penyusunan Standar Harga 215.769.700 11.260.000 | 5.21 2.250.000 29.200.000 | 18.75 52.400.000 6.745.000 | 21.87 168.574.700 100 165.058.000
5020320105 - Penatausahaan Barang Miiik Daerah 113.700.000 17.137.500 | 15.07 17.128.250 5.237.500 | 19.68 17.128.250 45.537.500 | 59.73 45.787.500 100 113.600.000
50203201086 - Inventarisasi Barang Milik Daerah 4.450.312.600 1.048.670.625 | 23.56 8.010.000 1.061.870.625 | 47.42 1.069.457.000 1.236.100.625 75.2 1.103.670.6256 100 4.245.462.500
5020320107 - Pengamanan Barang Milik Daerah 1,378.841.000 599,993.000 | 15.88 38.757.394 906.012.500 | 39.84 427.677.688 1.122.436.500 | 69.56 1.149.980.000 | 100 2.266.974.204
5020320109 - Peng: dan F Barang Milik Daerah 2.400.000 20.680.000 | 27.8 - 16.120.000 | 4946 26.680.000 1.600.000 | 51.61 36.000.000 100 58.100.000
g.;i(;iitgjfa;;mng Milik Da:r;h - } e e 488.698.000 190.063.200 126 159.225.600 482.516.300 | 44.58 216.243.300 204.790.800 | 58.15 497.478.660 | 631.327.700 100 1.430.755.550
5020320113 - Pembinaan Fengelolaan Barang Millk DaerahPemerintah Kabupaten/Kota 148,594,000 - 0 - 260.000 | 0.17 - 524,000 0.53 - 147.810.000 100 127.469.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 14.046.285.400 771.606.800 | 5.49 208.998.800 1.454.851.400 | 10.38 502.143.476 7.447.333.900 | §3.02 3.069.059.164 4.372.484.500 | 31.13 10.727.260.768
Keglatan Pengelolaan pehdapatan Daerah 7.023.142.700 386,802,800 | 5.49 104,499,450 727.426.700 | 10.38 261.071.738 3.723.666.950 | 63,02 1.534.520.582 2.186.247.250 | 31.13 5.363.630.379)
5020420102 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, sérta Penyusunan Kebljakan Pajak'Daerah. 142.031.450 6.733.250 | 4.74 600.000 50.000.000 | 39.94 4.622.750 61.600.000 | 83.31 66.611.045 23.698.200 100

5020420103 - Penyuluhan dan Y Ij Pajak Daerah 1.623,089,500 68.687.250 | 2.68 50.447.250 - 268 61.347.250 2.080.464.750 | 83.85 337.641.970 414.062.500 100 1.812.574.220
5020420106 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 2912.721,000 67.266.250 | 2.66 37.067.200 132.080.050 | 7.88 104.772.850 1.110.246.800 | 51.79 673.922.060 1.218,835.900 100 1.964.934.060
5020420108 - Peng ok dan Pelap Basis Data Pajak Daerah 604,700.000 14.373.950 | 238 - 48,330,300 | 10.37 13.729.860 102,328,200 | 27.29 112.210.134 439,667,550 100 526.278.934
2232;2'&1"0;;::::?‘::"::!:‘;na;r:rl‘:::a:a(’l?:::;;"d”ﬂl" danPackotain (PERPZ) sara Bew 329.438.600 145.108.950 | 88.94 < 12.189.360 | 96.41 10.231.000 12.792.350 | 104.25 58.658.060 -6.929.250 100 136.277.600
5020420110 - Penelitian dan Data Pelap Pajak Daerah 635.912.000 - 0 < 450.940.000 | 71.34 32.545.500 182.712.000 | 100.25 224.644.500 -1.5680.000 100 570.940.000
5020420111 - Penagihan Pajak Daerah 252.741.200 18.300.000 | 7.24 6.175.000 33.876.000 | 20.64 23.612.538 111.222.850 | 64.65 47.791.833 89.342.350 | 100 180.334.080
5020420113 - gt ian, dan F Pajak Daerah 964.908.150 66.333.150 | 47.76 10.210.000 - 47.76 10.210.000 62.300.000 | 93.31 13.050.000 9.150.000 100 77.382.350

Cilacap, Desember 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN

PENGELOLAAN K

WARSONO, S.H.

" , M.Hum.
Pembina Utama Muda

NIP. 19650108 198903 1 009

ASET DAERAH



Perbandingan Target Kinerja Tahun (Berjalan) dengan Target Akhir RPJMD
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)
Periode 2018 - 2022

; 2022 ;
. . Capaian/Kondisi = Target Akhir | Capaian 2022 terhadap
No Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran 2021 Target | Realisasi Rea|/|°s el Renstra 2022 | 2022 (AKHIR Renstra) (%)
1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah
N Opini BPK 1 [ 1 | 1 | 100 | 1 | 100
1.3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah
1.1.1.1.2 |Opini BPK 1 [ 1 ] 1 | 100 | 1 | 100
Faktor Pendorong :
1. Telah dibentuknya sistem pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang terdiri dari 5 (lima) komponen antara lain lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengadaan pada masing-masing SKPD
2. Laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun sudah mengacu standar akuntansi pemerintah dan sudah memenuhi kriteria pemeriksaan berupa pernyataan kepatuhan
terhadap standar pemeriksaan, pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaporan tentang pengendalian internal.
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 :
1. Mensosialisasikan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan dai
2. Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian anggaran yang transparar “gan dapat dtpertanggungjawabkan
3. Mengaplikasikan software pengelolaan keuangan yang terintegrasi di semu%ﬁ(PQ
4. Melakukan sosialisasi tata cara pengelolaan barang daerah
5. Meningkatkan koordinasi diantara pengelola keuangan dan aset di SKPD yaltu bendahara petugas akuntansi, dan pengurus barang untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang
akuntabel.
1.1.1.1.3 |Prosentase nilai aset yang dapat diamankan T 83,2 [ 100 [ 819 | 8190 | 100 | 81,9
Faktor Penghambat :

1. Masih banyak tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat.
2. Sumber daya manusia pengurus barang pada SKPD/OPD memiliki keterbatasan kapasitas secara pengetahuan dan sering terjadi mutasi pindah/jabatan.

Faktor Pendorong :
1. Ketersediaan anggaran yang memenuhi/mencukupi dalam rangka pensertifikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab
2. Adanya reward yang cukup kepada pengurus barang ‘OPD sehingga adanya minat untuk menjadi pengurus barang OPD

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 :

1. Membuat tim percepatan pensertifikatan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mengalokasikan anggaran pensertifikatan secara bertahap serta pendampingan
dengan Korsupgah

2. Mengadakan peningkatan kapasitas pengurus barang secara berkala dan berkelanjutan serta mengadakan rekon laporan mutasi barang setiap 6 bulan sekali

i P P

Prosentase PAD terhadap total pendapatan ] 22,17 | 199 [ 2124 [ 106,73 | 19,9 | 106,73

Faktor Pendorong :

1. Adanya BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah

2. Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap terkait pelaksanaan pemungutan PAD
3. Sistem reward yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan PAD




No

Capaian/Kondisi

Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran 2021

2022

Target | Realisasi

Realisasi

Target Akhir | Capaian 2022 terhadap

0,
% Renstra 2022 | 2022 (AKHIR Renstra) (%)

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 :

1. Membantu Tim Terpadu terdiri atas beberapa SKPD seperti BPPKAD, Satpol PP, dan DPMPTSP yang mempunyai tugas meliputi koordinasi tentang perijinan, konfirmasi, dan

penertiban.,
2. Penilaian NJOP PBB

3. Penggunaan aplikasi terintegrasi, baik dalam pelayanan, pembayaran, dan pelaporan sehingga semakin memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

1:1:2

Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah

1.11.24

Nilai AKIP SKPD 76,48

[ 77 | 768 |

9974 | 77 [ 99,74

Faktor Penghambat :

1. Pengumpulan data kinerja masih sering terlambat dan masing-masing unit kerja belum ada kesadaran menyajikan data kinerja sebelum diminta untuk pembuatan laporan

2. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan untuk pemberian reward dan punishment.

Faktor Pendorong :

1. Target kinerja telah disusun dengan baik dan terukur

2. Kegiatan-kegiatan yang disusun pada dokumen Renstra mendukung cap
3. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 : =
1. Melakukan perbaikan indikator kegiatan (output) dan kegiatan yang lebih p

és: h;ituk mendukung mencapai indikator program dengan melakukan evaluasi Renstra.

[ 795 | 8355 |

10507 | 795 | 105,07

Nilai SKM N N P ET /80,91
Faktor Penghambat : g :

1. Waktu pelayanan dan penanganan pengaduan pelayanan yang masih lambat

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan yang dirasakan masyarakat masih berbelit-belit.

Faktor Pendorong :
1. Penambahan sarana prasarana dalam rangka mendukung upaya peningkatan pelayanan
2. Pelayanan pajak yang bebas biaya.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 :
1. Melakukan inovasi pelayanan di bidang keuangan, pendapatan, dan aset

2. Melakukan penyempurnaan SOP dalam rangka percepatan pelayanan

Cilacap, Desember 2022

KEPALA BAQAN PENDAPATAN

ASET DAERAH

WARSONO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009




Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)
Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2022 Bulan Desember

% Capaian Kinerja | % Penyerapan Tingkat
Sasaran Indl_!(a Lh e@rjbi? (>=90,1%) Anggaran Efisiensi
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Prosentase PAD 'rhadap Tctal 106,73 76,37 30,36
keuangan daerah Pendapatan :
Opini BPK | 100 95,39 4,61
Prosentase Nilai Aset yang Dapat 81,90 81,71 0,19
Diamankan ' Y
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah  |Nilai AKIPSKPD -~ / 99,74 96,69 3,05
Nilai SKM et 105,07 92,13 12,94

Cilacap, Desember 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KE4JANGAN DAN ASET DAERAH

WARSONO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009




